BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR (3% TAHUN 2010

TENTANG

TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

.. . Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu untuk mengadakan

penvesuaian dan penvempurnaan Pedoman Tata Nagkah Dinasg di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya:

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan [embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae-

rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamhahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4751):

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan
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Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1636);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah



%

Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tatun 2007 tentang Lambang
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Dacrah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008
tentang Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 01 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009
Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

- BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

AN AN

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
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14.

15.

16.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara
dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta inenegakkan
Peraturan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis
Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut SKPD
Kabupaten Kubu Raya adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan
jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan
naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat
dan alau dikeluarkan oleh pejabal yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta
penggunaan lambang/logo dan cap dinas.

Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.

Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD
tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.

Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama
SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.

Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada
pejabat atau pejabat dibawahnya.

Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan
untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.

Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada
pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas scsuai dengan tugas dan
kewenangan pada jabatannya.

Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang
bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Qaerah.

Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang
bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.

Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang
bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.

Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang
bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.

Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.

Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada
bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
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45.
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47.

48.

49.

50.

Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan
jawaban atau saran dan sebagainya.

Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat
sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.

Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang
berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.

Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah
pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telab
disepakati bersama.

Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan
yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi
pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu
dalam rangka kedinasan.

Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan
kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadirt suatu
acara kedinasan.

Surat Keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang
berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.

Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan
kepada seorang pegawai untuk menghadap.

Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan
antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan
konsep naskah dinas kepada atasan.

Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk
tertulis kepada bawahan.

Telaghan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi
analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.

Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan
yang bersifat umum.

Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan
pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangar atau
catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi
sebagai tanda terima.

Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang
dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

Lembaran Daerah adalah naskah dinas/penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang
digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah.

_ Berita Daerah adalah naskah dinas/penerbitan daerah yang digunakan untuk

mengumumkan peraturan kepala daerah.
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Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda
tangani oleh para pihak.

Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.

Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas
kehadiran seseorang.

Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas
prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas
yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.

Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti
kegiatan tertentu.

Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.

Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak
ditetapkan pencabutan tersebut.

Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah
dikeluarkan.

BAB I
TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

me A o

M

2)

3)

4

)

(6)

asas efisien dan efektif;

asas pembakuan;

asas akuntabilitas;

asas keterkaitan;

asas kecepatan dan ketepatan; dan
asas keamanan.

Pasal 3

Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan
melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas,
spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik. benar dan
lugas.

Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. dilakukan melalui
tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.

Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, yaitu
penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggung jawabkan dari scgi isi.
format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.

Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas
diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.

Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata
naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.

Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan
tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.



Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

a.
b
C.
d
(M
(2)

3)
4

Ketelitian;

. Kejelasan;

Singkat dan padat; dan

. Logis dan meyakinkan.

Pasal 5

Prinsip Ketclitian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. diselenggarakan
secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan. isi. struktur, kaidah bahasa
dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.

Prinsip Kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. disclenggarakan
dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan
metode yang cepat dan tepat.

Prinsip Singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Prinsip Logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d,
diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus
lengkap dan efektif.

Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

o ae T

Pengelolaan surat masuk;
Pengelolaan surat keluar;
Tingkat Keamanan;
Kecepatan proses;
Penggunaan kertas surat;
Pengetikan naskah dinas; dan
Warna dan kualitas kertas.

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:

a.

SKPD penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:

1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;

2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat atau arahan
pimpinan; dan

3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.

Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak;

dan

Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan

tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui
tahapan:

a.

Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan
kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka
pengendalian;

Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor,
tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat
daerah;

Surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim: dan

Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.



Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c. dilakukan dengan

mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

a. Surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki
tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan
keselamatan negara;

b. Surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat
keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa;

c. Surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu
mendapat perhatian penerima surat;

d. Surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki
tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan
dan pembangunan; dan

e. Surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak
dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:
a. Amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;

b. Segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;

c. Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan

d. Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 11

Penggunaan Kertas Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas HVS 70 gram atau disesuaikan dengan
kebutuhan;

b. Penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis
naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu
lama;

c. Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna
dicetak di atas kertas minimal 80 gram;

d. Ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah  Folio/F4
(215 x 330 mm);

e. Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4
(210 x 297 mm);

f. Ukuran kertas yang digunakan untuk sambutan/pidato adalah setengah Folio/F4
(215 x 165);

g. Penggunaan kertas lembar pertama naskah sambutan/pidato Bupati menggunakan
lambang Garuda berwarna emas yang diletakkan pada bagian tengah atas; dan

h. Penggunaan kertas lembar pertama naskah sambutan/pidato kepala SKPD
menggunakan lambang daerah berwarna hitam yang diletakkan pada sudut kiri atas.

Pasal 12

Pengetikan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

a. Penggunaan jenis huruf Arial dengan ukuran 12, atau disesuaikan dengan kebutuhan;
b. Penggunaan jarak spasi dalam pengetikan naskah adalah 1 atau sesuai kebutuhan: dan
c. Penggunaan jarak spasi dalam pengetikan naskah sambutan/pidato adalah 1.5 atau

disesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal 13

(1) Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna pu-

tih dengan kualitas baik.
(2) Jenis kertas untuk naskah sambutan/pidato adalah jenis asturo atau kertas HVS 80 gr.



BAB 111
BENTUK DAN SUSUNAN
NASKAH DINAS

Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum, terdiri atas:
Peraturan daerah,;

Peraturan bupati;

Peraturan bersama bupati;

Keputusan bupati;

Keputusan sekretaris daerah; dan

Keputusan kepala SKPD.

mo o0 o

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat, terdiri atas:
Instruksi;
Surat edaran;
Surat biasa;
Surat keterangan;
Surat perintah;
Surat izin;
Surat perjanjian;
Surat perintah tugas;
Surat perintah perjalanan dinas;
Surat kuasa;
Surat undangan;
Surat keterangan melaksanakan tugas;
Surat panggilan;
Surat dinas;
Nota pengajuan konsep naskah dinas;
Lembar disposisi;
Telaahan staf;
Pengumuman;
Laporan,;
Rekomendasi;
Surat pengantar;
Telegram;
Lembaran daerah;
Berita daerah;
Perita acara;
Notulen;
. Memo;
ab. Daftar hadir;
ac. Piagam;
ad. Sertifikat; dan
ae. STTPP.
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BAB IV
PENGGUNAAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS,
PELAKSANA HARIAN, PEJABAT MEWAKILI DAN PENJABAT,
SERTA UNTUK PERHATIAN

Pasal 16

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam
hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.



(2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam
hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada
pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan
wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan
wewenang.

Pasal 17

(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu
yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat
definitif belum dilantik.

(2) PIlt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau
keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

(?) PIt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang
dilakukannya.

Pasal 18

(1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan
tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena

pejabat definitif berhalangan sementara.

(2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD
atau keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas
naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 19

(1) Penjabat yang disingkat Pj merupakan pejabat sementara khusus untuk jabatan Bupati.
(2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada dacrah
tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

Pasal 20

Pejabat mewakili disingkat Pjw merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang
mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas. karena pejabat definitif

sedang berhalangan sementara kurang dari 7 hari kerja.
Pasal 21

Tata cara penunjukan dan pengangkatan pejabat Plt, Plh dan Pj serta Pjw, bescrta
kewenangannya dalam penandatanganan naskah dinas. diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Pasal 22

Penggunaan untuk perhatian w.p. pada alamat surat adalah untuk mempermudah dan
mempercepat proses penyelesaian surat yang diperkirakan cukup ditangani oleh pejabat
atau staf tertentu.
BAB V
PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, KEWENANGAN
PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN
TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Paraf
Pasal 23

(1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
(2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani

terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
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Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait
secara horizontal dan vertikal.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) merupakan tanda tangan
singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi. substansi. redaksi dan
pengetikan naskah dinas.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. paraf hirarki; dan
b. paraf koordinasi.

a. Paraf Hirarkis.

a.l.

a.2.

a3

a.4.

a.s.

Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh Pejabata yang berwenang harus diparaf
terlebih dahulu oleh 3 (liga) orang pejabat struktural yang secara hirarkis ikut
bertanggung jawab karena tugas pokok dan fungsi nya atau terkait dengan tugas nya,
yaitu pejabat satu tingkat dan tiga tingkat dibawah pejabat penandatangan.

Naskah Dinas yang konsep nya dibuat ofeh Sekretaris Daerah untuk ditandatangan
Bupati atau Wakil Bupati diparaf oleh Sekretaris Daerah dan dibubuhi dibelakang
nama jabatan penandatangan

Naskah Dinas yang konsep nya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah
dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

Paraf pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir Naskah Dinas tersebut. kecuali untuk
Surat Perintah Perjalanan Dinas, paraf dibubuhkan pada lembar pertama. sedangkan
untuk naskah dinas yang lebih dari satu halaman maka pejabat pembuat naskah dinas
memaraf disetiap halaman pada sebelah kanan bawah.

Saadw

Letak pembubuhan paraf tersebut pada butir a angka 1diatas ditentukan sebagai berikut:

- Paraf pejabat satu tingkat dibawah penandatangan dibubuhkan pada akhir/

dibelakang nama jabatan penandatangan.
- Paraf pejabat dua tingkat dibawah penandatangan dibubuhkan pada permulaan/

didepan nama jabatan penandatangan.
- Paraf pejabat tiga tingkat dibawah penandatangan dibubuhkan pada permulaan/

didepan nama pejabat penandatangan.

Contoh Paraf Hirarkis :
- Satu tingkat (a) untuk Sekretaris Daerah

- Dua tingkat (b) untuk Asisten
- Tiga tingkat (c) untuk Kepala Bagian

(b) BUPATI KUBU RAYA (a)

(¢) NAMA JELAS

b. Paraf Kovrdinasi

b.1.Naskah Dinas yang materinya menyangkut kepeniingan unit kerja lain, maka
pejabat yang berwenang dari unit kerja lain tersebut perlu ikut serta
membubuhkan paraf koordinasi pada Naskah Dinas.

b.2.Bentuk dan model paraf koordinasi Pejabat ditentukan sebagai berikut :

Contoh Paraf Koordinasi :
- Pejabat lain yang terkait (x). (y) dan (z)
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(x) (¥) (z)

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.
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(6) Paraf untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, Asisten, Kepala Dinas atau Kepala Badan, Kepala Bagian dan Kepala UPT
dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua
Penulisan Nama

Pasal 24

Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati pada naskah dinas:
a. datam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar dan pangkat; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 25

(1) Bupati berdasarkan kewenangan dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
a. Peraturan daerah;
b. Peraturan bupati;
c. Peraturan bersama bupati; dan
d. Keputusan bupati.

(2) Bupati berdasarkan kewenangan dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan peraturan dan perundang-undangan serta dalam bentuk surat yang matcrinya
memuat kebijaksanaan dan atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Naskah Dinas dimaksud terdiri dari :

Instruksi;

Surat edaran;

Surat biasa;

Surat keterangan;
Surat perintah;.
Surat izin;

Surat perjanjian;
Surat perintah tugas;
Surat kuasa;

Surat undangan;
Surat keterangan melaksanakan tugas;
Surat panggilan;

. Lembar disposisi;
Pengumuman;
Laporan;
Rekomendasi;
Telegram;

Berita acara;
Memo/nota;
Piagam;
Sertifikat; dan
STTPP;

SETYPINLBOBRE T FTTFR SO Q0 TR

(3) Naskah Dines sebagaimana dimaksud pada angka dua (2) ditujukan pada Presider,
Wakil Presiden, Menteri/Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Bupati/Walikota, Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat,

(4) Apabila Bupati berhalangan, penandatanganan naskah sebagaimana dimaksud pada
angka (1) dan (2), dilakukan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;



(5) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas kepada Pejabat yang di-
tunjuk secara tertulis dengan peraturan Bupati kecuali Peraturan Daerah.

Pasal 26

(1) Wakil Bupati berdasarkan kewenangan dapat menandatangani naskah dinas dalam
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, produk-produk
hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati serta dalam
bentuk dan ditetapkan oleh Bupati serta dalam bentuk dan susunan surat sepanjang
materinya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya. terdiri atas:

()

(H
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Surat biasa;

. Surat keterangan;

. Surat perintah;

. Surat izin;

. Surat perintah tugas;

Surat keterangan melaksanakan tugas;
Nota dinas;

. Lembar disposisi;

Telaahan staf;
Laporan;

. Rekomendasi; dan

Memo;

Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas :

a.
b.

dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati; dan
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
1) Surat cdaran;

2) Surat biasa;

3) Surat keterangan;

4) Surat perintah;

5) Surat izin;

6) Surat perintah tugas,

7) Surat keterangan melaksanakan tugas;

8) Nota dinas;

9) Lembar disposisi,

10) Pengumuman;
11) Telegram;

12) Berita acara;
13) Piagam; dan
14) Sertifikat;

Pasal 27

Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas :

a.

Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk
dan susunan produk-produk hukum yang bersifat penetapan dan peraturan teknis
dan petunjuk pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan Bupati.

Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk
dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan
dari suatu kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan Bupati.

Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b, yang ditujukan kepada Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat
dilingkungan instansi lain dan pihak-pihak laia yang dianggap perlu.

Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani Naskah
Dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka pengaturan dan atau koordinasi
teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Dalam bentuk susunan produk hukum berupa keputusan Sekretaris Daerah.
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f Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Sekretaris
Daerah berdasarkan kewenangan dapat menandatangani naskah dinas :

1)
2)
3)
4)
6)
7)
8)
9
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

(2) Sekretaris Daerah atas nam
a. dalam bentuk dan susunan produk
b. dalam bentuk dan susunan surat se

1)

16)
17)
18)

(1) Asisten atas nam
yang materinya memuat petunjuk
kelancaran pelaksanaan tugas masing-

(2) Asisten menandatangi Naskah Dinas se

kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;

Surat biasa;

Surat keterangan;
Surat perintah;
Surat izin,

Surat kuasa;

Surat undangan;
Surat keterangan melaksanakan tugas;
Surat panggilan;
Nota dinas;

Nota pengajuan konsep naskah dinas;
Lembar disposisi;
Telaahan staf;
Pengumuman;
Laporan;
Rekomendasi;
Surat pengantar;
Lembaran daerah;
Berita daerah;
Berita acard
Notulen;

Memo;

Daftar hadir; dan
Sertifikat;

Surat edaran;
Surat biasa;
Surat keterangan;
Surat perintah;
Surat izin;
Surat perjanjian;
Surat perintah tugas;
Surat perintah perjalanar: dinas;
Surat undangan;
Surat keterangan melaksanakan tugas;
Surat panggilan;
Nota dinas;
Pengumuman;
Telegram;
Berita acara,
Piagam;
Sertifikat; dan
STTPP;

a Bupati menandatangani naskah dinas :
hukum berupa Keputusan Bupati; dan
bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

Pasal 28

(3) Asisten berdasarkan wewenang jabatannya m

13

a Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat
pelaksanaan teknis operasional yang mendukung
masing.

bagaimana dimaksud ayat (1) yang ditujukan

enandatangani naskah dinas dalam bentuk

dan susunan surat yang materinya merupakan data atau informasi sebagai pelaksana

teknis operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;



(4) Asisten menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat dilingkungan
satuan organisasi yang bersangkutan;

(5) Asisten berdasarkan kewenangan dapat menandatangani naskah dinas dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalara Pasal 15 terdiri atas:

(6)

I I

Nota dinas;

Nota pengajuan konsep naskah dinas;

Lembar disposisi;

Telaahan staf;,

Laporan;

Surat pengantar;

Notulen;

Memo;

Naskah dinas lainnya yang telah dilimpahkan kewenangan penandatanganannya.

Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
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Surat biasa;

Surat keterangan;

Surat perintah;

Surat perintah tugas;

Surat perintah perjalanan dinas;
Surat undangan;

Surat panggilan;

Nota dinas;

Nota pengajuan konsep naskah dinas;
Laporan;

Surat pengantar, dan

Daftar hadir;

(7) Kepala Bagian

a) Kepala Bagian menandatangani naskah dinas berdasarkan wewcnang
berdasarkan wewenang yang telah ditentukan dan digariskan oleh pimpinan
yang bersifat informasi biasa/staf teknis serta tidak mengandung konsekuensi
tanggung jawab yang lebih luas, yang ditujukan kepada esclon bawahan atau
yang setingkat.

b) Kepala Bagian atas nama atasan langsung atau atas wewengang jabatannya
dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk susunan surat yang
ditujukan kepada unit intern yang bersangkutan.

c) Kepala Bagian menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- Nota dinas;

- Nota pengajuan konsep naskah dinas;

- Lembar disposisi;

- Telaahan staf;

- Laporan;

- Notulen;

- Memo;

- Naskah dinas lainnya yang telah dilimpahkan kewenangan

penandatanganannya.

d) Kepala Bagian atas nama Asisten yang membidangi menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
terdiri atas:

- Nota dinas;

- Nota pengajuan konsep naskah dinas;
- Lembar disposisi;

- Telaahan staf:



- Laporan;
- Surat pengantar;dan
- Notulen;

Pasal 29

Staf Ahli berdasarkan kewenangan dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdin atas:

a. nota pengajuan konsep naskah dinas;

b. telaahan staf; dan

c. laporan.

Pasal 30

(1) Kepala SKPD berdasarkan kewenangan dapat menandatangani naskah dinas:

a. Naskah Dinas keluar ditujukan kepada atasan atau setingkat dan atau naskah dinas
yang isinya menyangkut masalah-masalah prinsip atau mengandung kebijakan
teknis satuan organisasi yang bersangkutan.

b. dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Kepala SKPD; dan

¢. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

1) Surat biasa;
2) Surat keterangan;
3) Surat perintah;
4) Surat izin;
5) Surat perjanjian; ¢
6) Surat perintah tugas;
7)  Surat perintah perjalanan dinas;
8) Surat kuasa;
9) Surat undangan;
10) Surat keterangan melaksanakan tugas;
11)  Surat panggilan;
12) Surat Pengantar;
13) Nota dinas;
14) Nota pengajuan konsep naskah dinas;
15) Lembar disposisi;
16) Telaahan staf;
17) Pengumuman;
18) Laporan;
19) Rekomendasi;
20) Berita acara;
21) Memo;
22) Daftar hadir; dan
23) Sertifikat;

(2) Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas :
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

1) Surat biasa;

2) Surat keterangan;
3) Surat perintah;

4) Surat undangan; dan
5) Sertifikat;

Pasal 31

(1) Sekretaris DPRD berdasarkan kewenangan dapat menandatangani naskah dinas :
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Sekretaris DPRD; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
1) Surat biasa;
2) Surat keterangan;
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3) Surat perintah;

4) Surat izin;

5) Surat perjanjian;

6) Surat perintah tugas;

7) Surat perintah perjalanan dinas;

8) Surat kuasa;

9) Surat undangan;

10) Surat keterangan melaksanakan tugas;
11) Surat panggilan;

12) Nota dinas;

13) Nota pengajuan konsep naskah dinas;
14) Lembar disposisi,

15) Telaahan staf;

16) Pengumuman;

17) Laporan;

18) Rekomendasi;

19) Berita acara;

20) Memo; dan

21) Daftar hadir;

Sekretaris DPRD atas nama bupati menandatangani naskah dinas :
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
1) Surat biasa;
2) Surat keterangan;
3) Surat perintah;
4) Surat undangan; dan

5) Sertifikat;
Pasal 32

Kepala UPT dinas/badan berdasarkan kewenangan dapat menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri

atas:

Surat edaran;

Surat biasa;

Surat perintah;

Surat perjanjian;

Surat perintah tugas;

Surat perintah perjalanan dinas;

Surat kuasa;

Surat undangan;

Surat keterangan melaksanakan tugas;

Surat panggilan;

Nota dinas;

Nota pengajuan konsep naskah dinas;
. Lembar disposisi;

Telaahan staf;,

Pengumuman;

Laporan;

Rekomendasi;

Bertita acara;

Memo; dan

Daftar hadir;

Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas’badan menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri

atas:
a. Surat biasa;
b. Surat keterangan;
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(1)
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(1)

Surat biasa;

Surat keterangan;
Surat perintah;
Nota dinas;
Berita acara; dan
Daftar hadir;
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Pasal 33

Sekretaris SKPD berdasarkan kewenangan dapat menandatangani naskah dinas dalam
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
Surat biasa;

Surat keterangan,;

Surat perintah;

Surat kuasa;

Surat undangan;

Nota pengajuan konsep naskah dinas;

Lembar disposist;

Telaahan staf;

Laporan;

Memo; dan

j.  Daftar hadir;

Sekretaris SKPD atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

Surat biasa;

Surat keterangan;

Surat perintah;

Surat undangan;

Nota dinas;

Nota pengajuan konsep naskah dinas:

Laporan; dan

Daftar hadir;
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Pasal 34

Kepala bagian, kepala bidang berdasarkan kewenangan dapat menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri

atas:

a. Surat perintah;

b. Nota dinas;

c. Nota pengajuan konsep naskah dinas;
d. Lembar disposisi;

e. Telaahan staf;

f. Laporan; dan

g. Daftar hadir;

Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

a. Surat biasa;

b. Surat keterangan;

c. Surat perintah;

d. Nota dinas; dan

e. Daftar hadir;

Pasal 35

Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi berdasarkan kewenangan dapat
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud

Pasal 15 terdiri atas:
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a. Nota dinas;

b. Nota pengajuan konsep naskah dinas;
c. Telaahan staf; dan

d. Laporan;

Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala
bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. Surat perintah;
b. Nota dinas;
c¢. Daftar hadir;
Bagian Keempat
Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas
dan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 36

Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam
peraturan Bupati.

Pelaksanaan pendelegasian  penandatanganan naskah  dinas  ditetapkan  dengan
keputusan Bupati.

Kepala SKPD atas nama jabatannya tidak berwenang untuk menandatangani naskah
dinas yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten maupun
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penandatanganan naskah dinas yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Kabupaten maupun Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat ditandatangani oleh

Kepala SKPD dengan menggunakan“atas nama (a.n) Bupati” dan terbatas pada
materi yang bersifat informasi, konfirmasi ataupun klarifikasi atas sesuatu hal.

Naskah dinas yang bersifat kebijakan (mengatur, mengarahkan atau memerintahkan
sesuatu hal) konsepnya tetap dibuat oleh SKPD yang bersangkutan, namun
penandatanganannya tetap oleh Bupati setelah melalui proses telaahan/koordinasi

Sekretariat Daerah.

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 37

Tinta yang digunakan untuk penulisan atau pengetikan naskah dinas, berwarna

hitam.
Tinta yang digunakan sebagai tanda untuk keperluan keamanan naskah dinas,

berwarna merah.
Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna

biru tua.

BAB V1
STEMPEL

Bagian Kesatu
Jenis dan Isi

Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:
a. Stempel jabatan; dan
b. Stempel perangkat daerah.



Pasal 39

(1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, adalah stempel
jabatan Bupati dan Ketua DPRD.

(2) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nama jabatan dan
menggunakan Lambang Negara untuk jabatan Bupati dan Lambang Daerah untuk
jabatan Ketua DPRD dengan pembatas tanda bintang.

Pasal 40

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:
a. Stempel SKPD;

b. Stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan

c. Stempel UPT.

Pasal 41

(1) Stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan huruf b berisi nama
Pemerintah Daerah Kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan.

(2) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c. berisi nama Pemerintah
Daerah Kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Bentuk dan Ukuran

Pasal 42

Stempel jabatan Bupati, Ketua DPRD, dan stempel perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran.

Pasal 43

Ukuran stempe} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah
adalah 4 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah

adalah 3,8 cm;
c¢. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah

adalah 2,7 cm; dan
d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.
Pasal 44

(1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40 huruf b, meliputi :

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat dacrah
adalah 1,8 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat

daerab adalah 1,7 cm;
c¢. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat

daerah adalah 1,2 cm; dan
d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.

(2) Stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (N
dipergunakan untuk kartu pecgawai, tanda pengenal, asuransi keschatan dan sejenisnya.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 45

(1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 huruf a, adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD dan Wakil

Ketua DPRD.



(2)

3)

Pejabat yang berhzk menggunakan stempe! perangkat daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf b, dan pasal 40 adalah kepala SKPD. kepala lembaga lainnya,

kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.
Seluruh Perangkat daerah kabupaten berhak menggunakan stempel perangkat daerah.

Pasal 46

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada
bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

(D
2
3)

Bagian Keempat
Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Pasal 47

Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan
oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit
yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.

Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

(4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
BAB VII
KOP NASKAH DINAS
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 48
Jenis kop naskah dinas terdin atas:
a. Kop naskah dinas jabatan; dan
b. Kop naskah dinas perangkat dacrah.
Bagian Kedua
Bentuk dan Isi
Pasal 49

(1)

)

3)

Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, untuk

Bupati/Wakil Bupati, memuat sebutan “BUPATI KUBU RAYA™ dengan

menggunakan:

a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas
untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan

b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta
alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos
ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan

surat.

Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, untuk

Ketua DPRD, memuat sebutan “DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUBU RAYA” dengan menggunakan:

a. lambang daerah ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam
bentuk dan susunan produk hukum daerah; dan

b. lambang daerah berwarna dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat
nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan
dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

Kop naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf b,
memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama satuan kerja perangkat dacrah, alamat,
nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos.
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Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 50

(1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1). digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), digpunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

(3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3). digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang bersangkutan, lembaga
lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Staf Ahli Bupati menggunakan Kop Sekretariat Daerah.
Pasal 51
Contoh bentuk kop naskah dinas terdapat dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VIl
SAMPUL NASKAH DiINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 52

Jenis sampul naskah dinas terdiri atas:
a. Sampul naskah dinas jabatan: dan
b. Sampul naskah dinas perangkat dacrah.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 53

Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berbentuk empat persegi
panjang.

Pagal 54

(1) Ukuran sampul naskah dinas dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
a. samput kantong dengan ukurain panjang 41 cim dan iebai 30 o
b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
d. sampul seperempat foiio dengan ukuran panjang 28 cm dan iebar 14 cm.

(2) Jenis kertas sampul naskah dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

s Ayt s A vy
kertas casing dengan warna:

a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
huruf a; dan

b. cokiat untuk sampui naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 51 huruf'b.



(1) Kop sampul naskah dinas jabatan Bupati/Wakil Bupati memuat/berisi lambang negara
berwarna kuning emas dan nama jabatan serta alamat, nomor telepon, faksimile,
e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

(2) Kop sampul naskah dinas jabatan Ketua/Wakil Ketua DPRD memuat/berisi lambang
daerah berwarna dan tulisan “DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA”, alamat, nomor telepon, faksimile,
e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

(3) Kop sampul naskah dinas perangkat daerah memuat/berisi nama pemerintah
kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail,
website dan kode pos dibagian tengah atas.

(4) Kop sampul UPT memuat/berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan UPT
yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos
dibagian tengah atas. :

BAB IX
PAPAN NAMA

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 56

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:
a. Papan nama kantor Bupati; dan
b. Papan nama perangkat daerah.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran, Isi dan bahan

Pasal 57

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 58

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 disesuaikan dengan besar bangunan.

Pasal 59

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a berisi tulisan kantor
Bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b berisi tulisan Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon
serta kode pos.

(3) Perbandingan ukuran huruf 3 : 4 (3 untuk tulisan pemerintah kabupaten dan 4 untuk
tulisan nama SKPD).

Pasal 60
(1) Bahan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, disesuaikan dengan
kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya;

(2) Bahan huruf papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat menggunakan
cat atau bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.
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Bagian Ketiga
Penenpatan
Pasal 61

Fapan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis. mudah di-
lihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.
Pasal 62

Bagi beberapa kaator, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat da-
lam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

BAB X
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 63

(1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan dengan bentuk dan susunan
naskah dinas yang sejenis.

(2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas scbagaimana dimaksud  pada
ayat (1) dilakukan oleh pejabat vang menetapkan. mengeluarkan atau pejabat
diatasnya.

(3) Perubahan dan Pencabutan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum

~e b

dapat di Jakukan dengan produk hukum yang sejenis dan atau setingat lebih tinggi.

BAB Xl
PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten
kepada gubernur.

(2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di
lingkungan pemerintah kabupaten.

(3) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkaia atas pelaksanaan ketentuan

Tata Naskah Dinas.

Dalam pioses pembuaten atau pengadaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

standarisasi Tata Naskah Dinas (stempel, kop naskah dinas, kop surat naskah dinas.

dan papan nama instansi), SKPD berkoordinasi dengan Bagian Organisasi.

~~
<+
.’

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj, Pjw, paraf,
beniuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampai naskah dings dan papan nama
sebagaimana dimaksud dalam BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII, BAB VIII,
dan BAB IX tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 66
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 45). dan ketentuan lain yang
mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

23



Pasal 67
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

denoan nenemnatannva dalam Rerita Daerah Kahunaten Kuhn Rava /
ae € P mnya n Berita Jacrah Kabupaten Kubu Kaya.

Ligsail peaasaas

Diundangkan di Sungal Raya
pada tanggal. 1% [ 1Z[.2010
SEKRETARIAT DAERAH KABLIPATEN KURU RAYE

HUSEIN §YAUWIK
RERITA BAERAH KARUPATEN KugU RAYA
N 20......NOMOR........ 5o
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 63 TAHUN 2010

TANGGAL : 6-12-2010

TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Pit, Plh,
DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL,
KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. PERATURAN DAERAH.

1.

Pengertian.

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan
perundang — undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan
tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan bary,
melaksanakan peraturan perundang — undangan yang lebih tinggi
dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah
Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Susunan.

Peraturan Daerah terdiri atas :
Judul;

Pembukaan;

Batang Tubuh;

Penutup;

Penjelasan ( jika diperlukan);dan
Lampiran (jika diperlukan).

i. Judul Peraturan Daerah terdiri atas:

OO WN-

1) Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis,
nomor, tahun Peraturan Daerah atau penetapan, dan nama
Peraturan Daerah;

2) Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan
mencerminkan isi Peraturan Daerah;

3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang di tengah
marjin tanpa diakhiri tanda baca;

ii. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas:

1) Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2) Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
3) Konsiderans terdiri dari:

a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang;

b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-
pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan
pembuatan Peraturan Daerah;

c. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan
Daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosioligis
yang menjadi latar belakang pembuatanya;

4) Dasar Hukum terdiri dari:

a. Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat;

b. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan
Peraturan Daerah yang memerintahkan Pembuatan
Peraturan Daerah tersebut;
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c. Peraturan Daerah yang digunakan sebagai dasar
Hukum hanya Peraturan Daerah yang tingkatnya sama
atau Iebih tinggi;

5) Diktum terdiri atas:
a. Kata Memutuskan;
b. Kata Menetapkan;dan
c. Name: Peraturan Daerah.

Batang Tubuh Peraturan Daerah terdiri atas:
1) Ketentuan Umum,;

2) Materi Pokok yang diatur;

3) Ketentuan Pidana (jika diperlukan);

4) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan),dan
5) Ketentuan Penutup.

. Penutup Peraturan Daerah terdiri atas:

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah dan
memuat :

1) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan
Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, yang berbunyi
sebagai berikut:

Contoh: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

2) Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan

Daerah memuat :

a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;

b. Nama Jabatan;

c. Tanda tangan pejabat; dan

d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa
gelar dan pangkat.

3) Rumusan tempat dan tanggal- pengesahan atau penetapan

diletakkan di sebelah kanan;

4) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.

Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma;

5) Pengundangan Peraturan Daerah memuat :

a. Tempat dan tanggal Pengundangan;

b. Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;

¢. Tanda tangan; dan

d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa

gelar dan pangkat.

6) Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Daerah
diletakkan di sebelah kiri (dibawah penandatanganan
pengesahan atau penetapan);

7) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.

Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma;

3. Bentuk / Model naskah dinas Peraturan Daerah, sebagaimana
tertera pada halaman berikut.



contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG

...................................................................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang abahwa ..
b. bahwa......oo..
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana... ...

Mengingat D 1oUndang-Undang ..o ;
2.Peraturan Pemerintah ......................coooooiinii

3. dan seterusnya;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan

BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN :

........................................................................................................

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
L e e e



contoh

BAB i
JUDUL MATERI POKOK YANG DIATUR

Pasal 3

Bagian KESATU
Paragraf 1

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP
(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
padatanggal .........................

BUPATI KUBU RAYA,

NAMA
(Tanpa Pangkat dan Gelar)
Diundangkandi ...........
pada tanggal ..............
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA,
NAMA

(Tanpa Pangkat dan Gelar)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
. TAHUN....... NOMOR.........



B. PERATURAN BUPATI

1.

Pengertian.

Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan
perundang — undangan yang dibuat dan dikeluarkan untui
melaksanakan peraturan perundang - undangan sifatnya yang lebih
tinggi dan sifatnya mengatur, apabila berbentuk Keputusan sifatnya
menetapkan.

Ciri — Ciri

Materinya bersifat pengaturan yang dituangkan dalam bab-bab dan
pasal — pasal dengan menggunakan angka bulat dan ditandatangani
oleh Bupati.

Susunan

Peraturan Bupati terdiri atas :
1. Judul;

2. Pembukaan;

3. Batang Tubuh;

4. Penutup;

5. Penjelasan (jika diperlukan);dan
6. Lampiran (jika diperlukan).

i. Judul Peraturan Bupati terdiri atas :

1) Judul Peraturan Bupati memuat keterangan mengenai
jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Bupati;
2) Nama Peraturan Bupati dibuat secara singkat dan
mencerminkan isi Peraturan Bupati;
3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca:
ii. Pembukaan Peraturan Bupati terdiri atas :

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Bupati;
3. Konsiderans terdiri dari:

a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang;

b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-
pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan
pembuatan Peraturan Bupati;

c. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Bupati
memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosioligis yang
menjadi latar belakang pembuatanya;

4. Dasar Hukum, terdiri dari:

a. Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat;

b. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan
Peraturan Bupati yang memerintahkan Pembuatan
Peraturan Bupati tersebut;

c. Peraturan Bupati yang digunakan sebagai dasar
Hukum hanya Peraturan Bupati yang tingkatnya sama
atau lebih tinggi.

5. Diktum, terdiri atas:
a. Kata Memutuskan;
b. Kata Menetapkan;dan
c. Nama Peraturan Bupati.

iii. Batang Tubuh Peraturan Bupati terdiri atas :

1. Ketentuan Umum;
2. Materi Pokok yang Diatur;
3. Ketentuan Pidana (jika diperiukan);



4. Ketentuan Peralihan (jika diperiukan);dan
5. Ketentuan Penutup.

iv. Penutup Peraturan Bupati.

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Bupati dan
memuat :

1) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan
Peraturan Bupati dalam Berita Daerah, yang berbunyi
sebagai berikut:

Contoh: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

2) Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan
Bupati memuat :

a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;

b. Nama Jabatan;

c¢. Tanda tangan pejabat; dan

d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar

dan pangkat.

3) Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan
diletakkan di sebelah kanan;

4) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.
Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma;

5) Pengundangan Peraturan Bupati memuat :

a. Tempat dan tanggal Pengundangan;

b. Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;

c. Tanda tangan; dan

d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa
gelar dan pangkat.

6) Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Bupati diletakkan
di sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan
atau penetapan); .

7) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.

Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

4. Bentuk/model naskah dinas Peraturan Bupati, sebagaimana tertera
pada halaman berikut :



contoh

BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

.....................................................................................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa

..........................................................................................

b. bahWa ...
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimand............ ...
Mengingat  : 1. Undang-Undang ....................cccoooommvmo
2. Peraturan Pemenintah ...
N danseterusnya ........................................................................... X
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG........ccocoooooo
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
OSSO OSSO
2 e
B e dan seterusnya.
Pasal 2
1.
(2) o
() e
(B) e



contoh

BAB il
JUDUL MATERI POKOK YANG DIATUR

Pasal 3

Bagian KESATU
Paragraf 1

(1
)

BAB llI
KETENTUAN PENUTUP
(dan seterusnya)

Pasal 4

....................................................

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
padatanggal ...................

BUPATI KUBU RAYA,

NAMA
(Tanpa Pangkat dan Gelar)

Diundangkandi..........
pada tanggal .............

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA,

NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ......... NOMOR ..........



C. KEPUTUSAN BUPATI

1. Pengertian.
Keputusan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan
perundang —~ undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk
melaksanakan Peraturan Perundang — undangan yang lebih tinggi
atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan.

2. Ciri— Ciri
Materinya bersifat penetapan yang dituangkan dalam diktum KESATU,
KEDUA dan seterusnya, dan penandatanganannya dapat
didelegasikan kepada pimpinan Perangkat Daerah.

3. Susunan.
Keputusan Bupati terdiri atas :
1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Lampiran (jika diperlukan).

i. Judul Keputusan Bupati terdiri atas :

1. Judul Keputusan Bupati memuat keterangan mengenai jenis,
nomor, tahun Keputusan atau penetapan, dan nama
Keputusan Bupati;

2. Nama Ksputusan Bupati dibuat secara singkat dan
mencerminkan isi Keputusan;

3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan
di tengah mairjin tanpa diakhiri tanda baca.

ii. Pembukaan Keputusan Bupati terdiri atas :
1) Jabatan Pembentuk Keputusan Bupati;
2) Konsiderans, terdiri dari :

a. Konsiderans diawali dengén kata Menimbang;

b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-
pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan
pembuatan Keputusan Bupati;

c. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Keputusan
Bupati memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosioligis
yang menjadi latar belakang pembuatanya;

3) Dasar Hukum, terdiri dari :

a. Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat;

b. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan
Keputusan Bupati yang memerintahkan Pembuatan
Keputusan Bupati tersebut;

c. Keputusan Bupati yang digunakan sebagai dasar
Hukum hanya Keputusan Bupati yang tingkatnya sama
atau lebih tinggi;

4) Diktum, terdiri dani :

a. Kata Memutuskan;
b. Kata Menetapkan;



4. Penandatanganan

a. Keputusan Bupati Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Bupati
MWakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang Negara
warna hitam;

b. Keputusan Bupati yang ditandatangani pimpinan Perangkat Daerah
dibuat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah
dinas perangkat daerah yang bersangkutan;

c. Keabsahan salinan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh
Bupati / Wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat
yang diberi wewenang;

5. Bentuk/Model naskah dinas Keputusan Bupati, sebagaimana tertera
pada halaman berikut :
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contoh

BUPATI KUBU RAYA
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR ...... TAHUN.........
TENTANG

Menimbang :a.bahwa.......................... et ee ettt
DDBAWAL ..o s oo
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana...................
Mengingat : 1. Undang-Undang ...,
2. Peraturan Pemerintah ... !

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU e et et e et e et e ettt e e,
KEDUA
KETIGA e e ettt et e e e e e e aae e e an e e e etete et e et e
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal......................ccccccooee.
Ditetapkan di Sungai Raya
padatanggal.........................
BUPATI KUBU RAYA,
NAMA
Salinan sesuai dengan aslinya (Tanpa Pangkat dan Gelar)

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

NAMA
(Tanpa Pangkat dan Gelar)

11



contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIAT DAERAH
JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 723443
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR ...... TAHUN.........
TENTANG
BUPATI KUBU RAYA,
Menimbang : a. bahwa ...
N bahwa ..................................................................................................................................................................................... ; |
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana................... ;
Mengingat : 1.Undang-Undang ..............cccooommiiiiiiiieeee e
2 Peraturan Pemerintah ... '.

3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU e e et e et
KEDUA e e e e et e e e e et e et et e eeenene
KETIGA e et e et e e et
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.....................cccccoo....

Ditetapkan di Sungai Raya
padatanggal ...........................

a.n.BUPATI KUBU RAYA
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
(Tanpa Pangkat dan Gelar)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

NAMA
(Tanpa Pangkat dan Gelar)

12



contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahinad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 723443
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391

S s S

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR ...... TAHUN.........

TENTANG

.........................................................................

Menimbang : @.bahWa ..o
B DBAWE oo '
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana..................
Mengingat : 1.Undang-Undang .................ccccoooviiiimicmieeeeeeeeeeeeeeeeee .
2.Peraturan Pemerintah ... ’

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU e e e e
KEDUA e e e e e e e

KETIGA

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal................cccccoeovvveennn...

Ditetapkan di Sungal Raya
pada tanggal .. s

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
(tanpa pangkat dan gelar)
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D. PERATURAN BERSAMA BUPATI.

1. Pengertian.
Peraturan Bersama Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk
peraturan perundang — undangan dibuat oleh dua atau lebih Kepala
Daerah untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut
kepentingan bersama.

2. Ciri —ciri.
a. lsinya bersifat mengatur;
b. Masa berlakunya lama;
c. Menggunakan nomor buiat;
d. Nama judul Peraturan diketik setelah tulisan “ Menetapkan *
e. Dirumuskan daiam Pasal — pasal dan ayat — ayat.

3. Susunan.
Peraturan bersama Bupati terdiri atas :
. Judul;
. Pembukaan;
. Batang Tubuh;
. Penutup;
. Penjelasan (jika diperlukan),dan
. Lampiran (jika diperlukan).

DONDHBWN -

i. Judul Peraturan Bersama Bupati terdiri atas :

1) Judul Peraturan Bersama Bupati memuat keterangan
mengenai jenis, nomor, tahun Peraturan atau penetapan,
dan nama Peraturan Bersama Bupati;

2) Nama Peraturan Bersama Bupati dibuat secara singkat dan
mencerminkan isi Peraturan;

3) Judul ditulis seluruhnya dengan_huruf kapital yang diletakkan
di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

ii. Pembukaan Peraturan Bersama Bupati terdiri atas :

. 1) Frase dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
. . 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Bersama Bupati;
3) Konsiderans, terdiri dari:
a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang;
b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-
pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan
pembuatan Peraturan Bersama Bupati,

c. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan
Bersarna Bupati memuat unsur filosofis, yuridis, dan
sosioligis yang menjadi latar belakang pembuatanya,;

4. Dasar Hukum, terdiri dari :

a. Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat;

b. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan
Peraturan Bersama Bupati yang memerintahkan
Pembuatan Peraturan Bersama Bupati tersebut;

c. Peraturan Bersama Bupati yang digunakan sebagai
dasar Hukum hanya Peraturan Bersama Bupati yang
tingkatnya sama atau lebih tinggi;

14



5) Diktum, terdiri dari :

a. Kata Memutuskan;
b. Kata Menetapkan;

iii. Batang Tubuh Peraturan Bersama Bupati terdiri atas :

Ketentuan Umum;

Materi Pokok yang Diatur;

Ketentuan Pidana (jika diperiukan);
Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);dan
Ketentuan Penutup.

aobhLON=

iv. Penutup Peraturan Bersama Bupati;

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Bersama Bupati dan
memuat :

1) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan
Peraturan Bersama ini dalam Berita Daerah, yang berbunyi
sebagai berikut:

Contoh: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bersama ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

2) Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan
Bersama Bupati memuat :

e. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;

f. Nama Jabatan;

g. Tanda tangan pejabat; dan

h. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar

dan pangkat.

3) Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan
diletakkan di sebelah kanan;

4) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.
Pada akhir nama jabatan diberj tanda baca koma;

5) Pengundangan Peraturan Bersama Bupati memuat :

e. Tempat dan tanggal Pengundangan;

f. Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;

g. Tanda tangan; dan

h. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa
gelar dan pangkat.

6) Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Bersama Bupati
diletakkan di sebelah kiri dan sebelah kanan (dibawah
penandatanganan pengesahan atau penetapan);

7) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengar huruf kapital.

Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

4. Bentuk/model naskah dinas Peraturan Bersama Bupati,
sebagaimana tertera pada halaman berikut :

15



contoh

BUPATI KUBU RAYA
PERATURAN BERSAMA BUPATI .............
DAN BUPATI .......ccooerinnn,

NOMOR .......... TAHUN ......
NOMOR .......... TAHUN ......

...............................................................................................

...............................................................................................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI .................. DAN BUPATI ....................
Menimbang : @ bahwa ...,
R
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. ...........
Mengingat : 1.Undang-Undang .................cccoooimiimiomeieeeeeeeeeeeeeeeen
2. Peraturan Pemerintah ...
N danseterusnya ..................................................................... ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI (nama kabupaten) DAN
BUPATI/WALIKOTA (nama kabupaten/kota) TENTANG................
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Barsama ini yang di maksud dengan :
ettt e ettt e e e e e e e e
2 et ettt et et e e
B e dan seterusnya.
Pasal 2
(1) .
@ .
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() ettt ettt ee e ee e
(D) ettt ee et e e
(B ettt et
(7 ettt en e dan seterusnya.

BAB Il

JUDUL MATERI POKOK YANG DIATUR
Pasal 3
Bagian KESATU
Paragraf 1

(2)

BAB !li
KETENTUAN PENUTUP
(dan seterusnya)

Pasal 4
Peraturan Bersama Bupati ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kubu Raya
Dan Berita Daerah.................

Ditetapkandi........................
padatanggal ........................
BUPATI............. BUPATI..................
NAMA NAMA
(tanpa gelar dan pangkat) (tanpa gelar dan pangkat)
Diundangkandi .......... Diundangkan di .............
Pada tanggal......... Padatanggal ................
SEKRETARIS DAERAH. ... SEKRETARIS DAERAH. .. .....
NAMA NAMA
(Tanpa Pangkat dan Gelar) (Tanpa Pangkat dan Gelar
BERITA DAERAH KABUPATEN.... .. BERITA DAERAH KABUPATEN......
TAHUN ........ NOMOR................ TAHUN...... NOMOR.......
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E. INSTRUKSI BUPATL

1.

Pengertian.

Instruksi Bupati adalah Naskah Dinas yang berisikan perintah dari
atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas - tugas
pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang —
undangan .

Susunan.

Instruksi Bupati terdiri atas :

1) Judul Instruksi Bupati;

2) Pembukaan Instruksi Bupati;.
3) Isi Instruksi Bupati;dan

4) Penutup Instruksi Bupati.

i. Judul Instruksi Bupati terdiri atas :

a.

b.

C.

Judul Instruksi Bupati memuat keterangan mengenai jenis,
nomor, tahun, dan nama Instruksi Bupati;

Nama Instruksi Bupati dibuat secara singkat dan
mencemminkan isi Instruksi;

Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan
di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

ii. Pembukaan Instruksi Bupati terdiri atas :

1)
2)

3)

Jabatan Pembentuk Instruksi Bupati.

Konsiderans, terdiri dari:

a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang;

b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok
pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan
Instruksi Bupati;

c. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Instruksi Bupati
memuat unsur filosofis, yuridis; dan sosioligis yang menjadi
latar bela<ang pembuatanya.

Menginstruksikan;

iii. Isi Instruksi Bupati terdiri atas :

Poo oD

Kepada ;

Untuk ;

KESATU;

KEDUA dst;

Diktum menyebutkan pejabat yang dituju dan memuat isi
yang harus dilaksanakan.

iv. Penutup Instruksi Bupati terdiri atas :

1) Penandatanganan pengesahan atau penetapan Instruksi

Bupati memuat :

Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;

Nama jabatan;

Tanda tangan pejabat; dan

Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar
dan pangkat.

apow
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2) Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan
diletakkan di sebelah kanan;

3) Nama jabatan dan pejabat ditulis dengan huruf kapital . pada
akhir nama jabatan diberi tanda baca koma;

4) Keabsahan salinan Instruksi Bupati yang ditandatangani
oleh Bupati / wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah
atau Pejabat yang diberi wewenang.

3. Bentuk / Model naskah dinas instruksi Bupati, sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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contoh

BUPATI KUBU RAYA

INSTRUKSI BUPATI KUBU RAYA
NOMOR .......... TAHUN............

TENTANG

................................................................................

Menimbang . a. bahwa

......................................................................................

B DBRAWL.....ro.o oo oo e seeeesseee oo
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana..................
Mengingat 2. Undang-Undang... ..o ;
2. Peraturan Pemenintah. ...
3. AN SOIMUSIYA. .........ccoo oo rerssecee oo oseeresee ;
MENGINSTRUKSIKAN:
Kepada L ettt sttt eae e a et
2 e ettt et
B e ettt et e et ea et e e et et eae et ettt ete et et e eeeaee
B ettt ettt
Untuk
KESATU L e e e et e e ettt teua e ee et e e e e e aras reraaeaerataaaaresnntan e eeertrn i aaaenns
KEDUA L ettt ettt oo e eaeteeeeaeaaatanteeeee e aanreeeeeaeeaaaabesaeeeanttteeeeeeeeneaeesese i nneeeeeaaans
KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada........

KEEMPAT . Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi...........................
padatanggal ..........................

BUPATI KUBU RAYA,
NAMA
(Tanpa Pangkat dan Gelar)

Jalan Ahmad Yani Il Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561).........e-mail...... , Website.......



F. SURAT EDARAN

1.

Pengertian.

Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan,
penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan suatu ketentuan
yang telah ada dan ditujukan kepada Pejabat tertentu.

Susunan.

a.
b.
c.

Kepala Surat Edaran.
Isi Surat Edaran.
Bagian Akhir Surat Edaran.

i. Kepala Surat Edaran teridiri atas :

- Nama Tempat ditetapkan.

- Tanggal, Bulan dan Tahun.

- Nomor;

- Sifat;

- Lampiran;

- Hal;

- Pejabat / Alamat yang dituju;

- Tulisan “Surat Edaran” ditempatkan ditengah-tengah lembar isi
Naskah.

ii. Isi Surat Edaran dituangkan / dirumuskan dalam bentuk uraian :
iiil. Bagian Akhir Surat Edaran terdiri atas :

1) Nama Jabatan.

2) Tanda Tangan Pejabat.

3) Nama Jelas (selain Bupati ditambah Pangkat dan NIP bagi
PNS)

4) Stempel Jabatan/instansi

5) Tembusan.

Penandatanganan

a.

Surat Edaran yang ditanda tangani oleh Bupati / Wakil Bupati dibuat
diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
“Bupati” dengan lambang Negara berwama hitam;

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio dengan
menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah yang
bersangkutan;

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
atas wewenang jabatannys dibuat diatas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

Bentuk / Model naskah dinas Surat Edaran, sebagaimana tertera
padahalaman berikut.
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contoh

BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 15 November 2010
Kepada

..........................................................

.................................................

....................................

SURAT EDARAN
NOMOR...
TENTANG

.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.......................................................................................................................

BUPATI KUBU RAYA,

: NAMA
Tembusan :

Jalan Ahmad Yani Il Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561).........e-mail...... , Website.......
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contoh
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
n SEKRETARIAT DAERAH
J1. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 723443
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391

Sungai Raya, 05 November 2010

Kepada
1'% 1 TRTURUTO U OU R RORRR TP
di -
SURAT EDARAN
NOMOR...
TENTANG
a.n. BUPATI KUBU RAYA

SEKRETARIS DAERAH ,

NAMA
PANGKAT
NIP
Tembusan :
TS U STUSTUUROUPPPR TS
SRS U UOPOOS TR
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G. SURAT BIASA.

1. Surat Biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi
pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau usul dan saran
dan sebagainya.

2. Susunan

Surat Biasa terdiri dari :

a. Kepala Surat Biasa;

b. lIsi Surat Biasa;

c. Bagian Akhir Surat Biasa.

i. Kepala Surat Biasa terdiri atas :
1) Nama tempat ditetapkan;
2) Tanggal Bulan dan Tahun;
3) “Kepada™ Pejabat/Alamat yang dituju;
4) Nomor Surat;
5) Sifat Surat;
6) Lampiran Surat;
7) Hal Surat.

ii. Isi SuratBiasa dirumuskan dalam bentuk uraian.

iii. Bagian Akhir Surat Biasa terdiri atas :
1) Nama Jabatan;
2) Tanda Tangan Pejabat;
3) Nama jelas (selain Bupati ditambah pengkat
dan NIP bagi PNS)
4) Stempel Jabatan/Instansi
5) Tembusan

3. Penandatanganan

a. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Bupati AWakil Bupati dibuat
diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas “
Bupati” dengan lambang Negara berwarna hitam”

b. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio dengan
menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

c. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

4. Bentuk/Model naskah dinas Surat Biasa, sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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Nomor : b 4 1 1 T
Sifat PR
Lampiran :

Hal O di -

......................................................................................................

BUPAT! KUBL RAYA,

NAMA
(Tanpa Pangkat dan Gelar)

Tembusan :

Jalan Ahmad Yani Il Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website.......



contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani T1, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 723443
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

Sungai raya, 10 November 2010

Kepada
Nomor : Yth. o
Sifai e
Lampiran
Hal e di -

.............................................................................................................

......................................................................................................................

a.n. BUPATI KUBU RAYA

PIMPINAN SKPD,
NAMA
Pangkat
NIP.
Tembusan :
e e,
2 e
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 723443
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

Sungai raya, 10 November 2010

Kepada
Nomor : Ytho
Sifat e
Lampiran :
Hal e di -

NAMA JABATAN PIMPINAN

PERANGKAT DAERAH,
NAMA
Pangkat
NIP.
Tembusan :
L e e
2 e
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H. SURAT KETERANGAN.

1.

Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis
dan pejabat sebagai tanda bukti kebenaran sesuatu hal.

Susunan

Surat Keterangan terdiri atas :
a. Kepala Surat Keterangan.
b. Isi Surat Keterangan
c. Bagian Akhir Surat Keterangan.

i. Kepala Surat Keterangan terdiri atas :
1) Tulisan “SURAT KETERANGAN” ditempatkan dibagian
tengah lembar Naskah;
2) NOMOR dan TAHUN atau dapat menggunakan nomor
panjang menurut kebutuhan.

ii. Isi Surat Keterangan terdiri atas :

1) Nama dan Jabatan yang menerangkan,;

2) NIP, Pangkat/Golongan, Umur, Kebangsaan, Agama,
Pekerjaan, Alamat dan Identitas yang diperlukan dari pihak
yang diterangkan;

3) Maksud Keterangan.

iii. Bagian Akhir Surat Keterangan terdiri atas :

1) Nama tempat;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun;

3) Nama jabatan berikut pangkat dan NIP;

4) Tanda tangan pejabat;

5) Nama jelas ( selain Bupati ditambah pangkat dan NIP;
6) Stempel Jabatan/Instansi.

Penandatanganan.

a. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bupati Wakil Bupati
dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah
dinas Bupati dengan lambang Negara berwarna hitam.

b. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat
Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio dengan
menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

c. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat
Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

Bentuk/Model naskah dinas Surat Keterangan, sebagaimana tertera
pada halaman berikut :
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BUFATI KUBU RAYA

SURAT KETERANGAN
NOMOR ......ccociii,

Yang bertandatangan dibawabh ini :

a. Nama

.....................................................................................

b. Jabatan : BUPATI KUBU RAYA.

dengan ini menerangkan bahwa

a. Nama/NIP D et INEP. e
b. Pangkat/Golongan D Lottt
C. Jabatan e
d. Maksud

...............................................................................................

.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

.......................................................................................................................

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Sungai Raya, 05 November 2010

BUPAT!I KUBU RAYA,

NAMA

Jalan Ahmad Yani Il Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e=mail...... , Website........
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==\ PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
by SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 723443
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391

SURAT KETERANGAN
NOMOR ..

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama

b. Jabatan

dengan ini menerangkan bahwa

a. Nama/NIP e INIP.....oooiecee e
b. Pangkatholongan ........................ Lt
c. Jabatan
d. Maksud

..................................................................................
..................................................................................

..................................................................

.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

5 ettt ennaeae st teaeetaanataatEaIsattaeaNat taesassanaanset s aanseactebeensaereeiiateaurtnntatrtananaesenottneannttronntneenonrerh
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Raya, 10 November 2010

a.n. BUPATI KUBU RAYA

PIMPINAN SKPD,
NAMA
PANGKAT
NIP.
Tembusan :
3 ORI
2 e
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani I, Teiepon (0561) 722744 Fax. (0561) 723443
S Y
UNGAIRAYA Kode Pos 78391

SURAT KETERANGAN
NOMOR ..o,

Yang bertandatangan dibawah ini :
a. Nama e et et ettt e et et e e e e e te e eteeenteeateeeneeenneenreenres

b. Jabatan

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama/NIP T et e INIP..ceeeee e
b. Pangkat/Golongan T et nens Lot
c. Jabatan L eeereteete eree e eenteasteeteear e aaee e aeate et e e beesntesrtsenaneanas
d. Maksud L e et et ete e eee e be e neeae et enttenneease et eeatseatenenen et nemeen

.....................................................

.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

......................................................................................................................

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Sungai Raya, 10 November 2010

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.

Tembusan :
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L
. Pengertian

SURAT PERINTAH.

Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan dari
pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai
perintah untuk melaksanakan tugas khusus.

Susunan.
Surat Perintah terdiri atas :

a.
b.
c.

Kepala Surat Perintah,.
isi Surat Perintah;
Bagian Akhir Surat Perintah.

i. Kepala Surat Perintah terdiri atas :

1) Tulisan “SURAT PERINTAH" ditempatkan ditengah lembar isi
naskah:

2) Nomor, Tanggal dan Tahun atau dapat menggunakan nomor
panjang menurut kebutuhan;

3) Dasar.

ii. Isi surat Perintah terdiri atas :

1) Tulisan “MEMERINTAHKAN?” ditempatkan ditengah lembar isi
naskah;

2) Nama Pejabat, NIP dan Jabatan yang diberi tugas khusus;

3) Jenis Tugas khusus yang harus dilaksanakan;

4) Waktu melaksanakan tugas.

iii. Bagian Akhir Surat Perintah terdiri atas :

1) Nama tempat;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun;

3) Tanda Tangan Pejabat;

4) Nama jelas (selain Bupati ditambah Pangkat dan NIP bagi
PNS)

5) Stempel Jabatan/instansi;

6) Tembusan.

Penandatanganan.

Surat Perintah yang ditandatangani oleh Bupati/wakil Bupati dibuat
diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
Bupati dengan lambang Negara wama hitam.

Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat
Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran
folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah
yang bersangkutan.

Bentuk/model naskah dinas Surat Perintah, sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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contoh

BUPATI KUBURAYA

SURAT PERINTAH
NOMOR. ...
Nama (yang memberikan perintah) : ...........c.ocoooooooeeomoeeo
Jabatan e et s e e e e anen
MEMERINTAHKAN :

Kepada
a. Nama et et a e et et e e eee e e er e anenne
b. Jabatan et et e e e e s sae e st st st e e et eeaesea
Untuk

Ditetapkandi .........................

padatanggal ...........................

BUPATI KUBU RAYA,

NAMA

Tembusan :

Jalan Ahmad Yani Il Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website........
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS PENDIDIKAN
Jalan Adi Sucipto KM 9,8 Telp. (0561) 721466 Fax. (0561) 721466
SUNGAI RAYA
Kode Pos 7839
SURAT PERINTAH

Nama (yang memberikan perintah) ...
Jabatan ettt ettt e ettt nee
MEMERINTAHKAN :
Kepada
. 2. NAMA et

b. Jabatan  eeetteieeterteeereeaetataearasseaee e etee e et e te et st ne s e e s beniens
Untuk

e e

Ditetapkandi...........................

pada tanggal ..........................
a.n. BUPATI KUBU RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
NAMA
Pangka
NIP.
Tembusan :
3 (R
2 et era e eaan
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIAT DAERAH
JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 723443
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391
W
SURAT PERINTAH
Nama (yang memberikan perintah) ...,
Jabatan ettt e ettt s n e e e aeeneeaean
MEMERINTAHKAN :
Kepada
a. Nama ettt e et e s e n e s st e e es bt ereeereneenaeeneanes
b. Jabatan D reeesessienn st s st e e e e e sne s be e e s s nane s - obe st netsna smenanens
Untuk
Ditetapkandi...........................
padatanggal ..............c...........
NAMA JABATAN PIMPINAN
SEKRETARIS DAERAH,
NAMA
Pangkat
NIP.
Tembusan
1 PO
2. e
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J. SURAT IZIN.

1. Pengertian.
Surat Izin adalah Naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu
permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut
Peraturan Perundang-undangan yang bertaku.

2. Susunan.
Surat {zin terdiri atas :
a. Kepala Surat zin;
b. Isi Surat Izin;
c. Bagian Akhir Surat 1zin.

i. Kepala Surat Izin terdiri atas :
1) Tulisan “SURAT IZIN” yang ditempatkan ditengah lembar
atas Naskah Dinas;
2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang;
3) Ditempatkan diawah tulisan “SURAT IZIN”";
4) Tulisan “TENTANG”;
5) Hal Surat zin ditempatkan dibawah tulisan “TENTANG”
dengan huruf besar.
ii. Isi suratlzin dirumuskan dalam bentuk uraian :
iii. Bagian Akhir Surat izin terdiri atas :
1) Nama tempat dikeluarkan Surat Izin;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Nama Jabatan yang mengeluarkan Surat izin;
4) Tandatangan pejabat yang memberi izin;
5) Nama jelas pejabat yang memberi izin berikut Pangkat dan
NIP;
6) Stempel Jabatan/Instansi;
7) Tembusan.

3. Penandatanganan. .
a. Surat lzin yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas “Bupati”
dengan lambang Negara berwarna hitam.

b. Surat izin yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
atas nama Bupati dan atas wewenang jabatannya dibuat diatas
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
perangkat daerah yang bersangkutan.

c. Surat I1zin yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

4. Bentuk/Model naskah dinas Surat Izin, sebagaimana tertera pada
halaman berikut:
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BUPATI KUBU RAYA
SURAT IZIN
NOMOR ...,
TENTANG
Dasar Bl oo e e eeeaataeeeetteeasatesaentasaateeeastsaeeantaeeaanseeesasrnnenean
D oo e e e e aeeee———eeaetaerartaeeebraeearaateaaaaeeeastasan sannaaeaan
MEMBERI IZIN:
Kepada
Nama L e eeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeteseeinetvessaraneseeaneeeissteaaersseeeasaaeaeasesaeaaanne
Jabatan T e eeeeeeeeeeeeeeeeeaeeaetaeteeesaaanaatteerenaeaeteeeaanaetaseeearinnrraaeaaanannes
Alamat USRS U S VPSR OP RS
Untuk L e eeeeeeeeeeeeeeeesesessesmeeseseesestesatnereeeteateaetetttaatoe i aaaranatntaaarraetreanaeeaarranaas

Ditetapkan di ............c..coo i,
padatanggal ..........c...oceveiiiiinin i,

BUPATI KUBU RAYA,

NAMA

Tembusan :

.......................................

.......................................

Jalan Ahmad Yani Il Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website........
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==_ PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

SURAT IZIN

TENTANG

.......................................................................................................................

Dasar Bl ettt ea s e st es et b sttt et s et bt n s nnas

B oo oo
MEMBERI IZIN

Kepada

N e s

Jabatan & s

AlaMat e

UMUK o ettt ettt n et et ae e b

Ditetapkan di ........................ooei.
padatanggal ...................cooiiiiiiiii

a.n. BUPATI KUBU RAYA
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.

Tembusan :
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
€| SEKRETARIAT DAERAH

J1. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

SURAT IZIN
NOMOR ...
TENTANG
Dasar Bl ettt et ettt srebeaense e erns
B —oooeeeeeses e e
MEMBERI IZIN:
Kepada
NaMa et
JADAtAN et
AlAMIAt e et enan
Untuk e eeteeteeeeeeeseestiesesaeeeseesteisesteeteeseessateaseeteteeseeteebaabeeaeeteereesteseeteet e searenrens

Ditetapkan di.......................coooiie,
padatanggal ..................ccoiiiiiiiieennen.

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.

Tembusan :
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K. SURAT PERJANJIAN

1. Pengertian.
Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi suatu persetujuan
yang mengikat antara pejabat yang berwenang dengan pihak lain untuk
melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah
disepakati atau disetujui bersama.

2. Susunan.
Surat Perjanjian terdiri atas :
a. Kepala Surat Perjanjian ;
b. Isi Surat Perjanjian;
¢. Bagian Akhir Surat Perjanjian.

i. Kepala Surat Perjanjian terdiri atas :

1) Tulisan “SURAT PERJANJIAN" yang ditempatkan ditengah
lembar naskah dinas;

2) Nomor dan tahun atau dapat menggunakan nomor panjang
menurut keperiuan;

3) Tulisan “TENTANG"

4) Nama/Judul Surat Perjanjian.

ii. Isi Surat Perjanjian terdiri atas :

1) Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun serta tempat pembuatan.

2) Nama, Pangkat, NIP, (bagi PNS), pekerjaan dan alamat
pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

3) Objek yang diperjanjikan hak dan kewajiban dari masing
masing pihak;

4) Sanksi hukum;

5) Penyelesaian perselisihan.

Catatan : .
Jika dianggap perlu bahwa uraian dapat disusun dalam pasal dan
ayat.

iii. Isi Bagian akhir Surat Perjanjian terdiri atas :

1) Tulisan”PIHAK ke........... " yang membuat perjanjian.
2) Nama jabatan pihak-pihak yang terlibat;

3) Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat;

4) Materai;

5) Nama jelas pitiak-pihak penandatangan;

6) Pangkat dan NIP bagi PNS;

7) Saksi-saksi (Nama jelas dan tanda tangan).

2. Penandatanganan.

a. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas “BUPATI"
dengan lambang Negara berwama hitam.

b. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat
Daerah atas nama Bupati dan atau atas wewenang jabatannya
dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah
dinas perangkat daerah yang bersangkutan.

3. Bentuk/model naskah dinas Surat Perjanjian, sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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BUPATI KUBU RAYA

SURAT PERJANJIAN

TENTANG
Pada hari ini.............. Tanggal.......Bulan....dan Tahun..............................
Bertempatdi ................ ,kami yang bertanda tangan di bawah ini:
L ettt e st et s e s e sa e ea e e be e s e s s eae s e b et et st e seerenaeenesaeste st e neennane
................................................................................................ PIHAK PERTAMA
: S - 157" 3¢/ 1 S
Pasal 1
et (161 EGARGRRY T
Pasal 2
O 717 S

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari
dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

BUPATI KUBU RAYA,

MATERAI
6000

NAMA JELAS NAMA
Pangkat
NIP.

Saksi-saksi :

1. Nama..........c............ & (tanda tangan)
2. Nama...................... & (tanda tangan)
X S dst.

Jalan Ahmad Yani Il Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

ode Pos 78391

SURAT PERJANJIA
TENTANG
Pada hari ini.............. Tanggal......Bulan....dan Tahun...............................
Bertempatdi ................., kami yang bertanda tangan di bawah ini:
B et teetet ettt etesereasebeasetesentsentteae sEebe Rt et et et et et ae s st e Rt et aeer e b e b e s s aeases
............................................................................................... PIHAK PERTAMA
2 et aae et eteteteat et ehet e eaaa s At e a s eh st e r sk e R e R R e et e b et n et
............................................................................................... PIHAK KEDUA
Pasal 1
e (iS1 peTjARi@)
Pasal 2
(penutup) ...............................................................................................................................

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan
tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA PIHAK PER rAMA
a.n. BUPATI KUBU RAYA
SEKRETARIS DAERAH,
MATERAI
6000
NAMA JELAS NAMA
Pangkat PANGKAT
NIP. NIP.
Saksi-saksi :
1. Nama....................... & (tanda tangan)
2. Nama...................... & (tanda tangan)

B e dst.
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l contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Adi Sucipto KM 9,8 Telp. (0561) 721466 Fax. (0561) 721466
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

SURAT PERJANJIAN
NOMOR. .

TENTANG

.....................................................................................................................................

Pada hari ini.............. Tanggal.......Bulan....dan Tahun.........................
Bertempatdi............... ,kami yang bertanda tangan di bawah ini:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan
tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH,
MATERAI
6000
NAMA JELAS NAMA
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.

Saksi-saksi :

1. Nama....................... & (tanda tangan)

2 Nama...................... & (tanda tangan)

B e, dst.
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH ..........cociiiinnn,

Pemerintah ................... ,Republik Indonesia dan Pemerintah ............ ,
Republik ............................ , Yang dalam hal ini disebut sebagai “Para Pihak”.

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara
masyarakat kedua belah pihak :

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan

Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah ..........., Republik
Indonesia dan Pemerintah, Republik ................., dalam upaya untuk meningkatkan
kerjasama, yang ditandangani di Kota ........... , tgl....bin.... tahun.

Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku
pada Negara masing-masing

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

ARTIKEL 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota ............. untuk meningkatkan
dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi
pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang
dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut :

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

HON =

ARTIKEL 2
PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada
ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang
disepakati oleh Para Pihak.

ARTIKEL 3
PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat
membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam

keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana
tersebut didalam Artikel 1.
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ARTIKEL 4
KELOMPOK KERJA
B et ettt ettt ettt st ee s e e e e eae et e eeeenas
2 ettt en et e teer e s ettt eer e et et et ettt en et e et et e e e eenen ;
G ettt ettt et a e et r s eee s eas et e eaenten et eteee e e eeeaeaeee e e eenesens
B ettt et e b ettt eeae e e et s s e e saeas dan seterusnya.
ARTIKEL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota
kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi
antara Para Pihak.

ARTIKEL 6
PERUBAHAN

Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat
meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan
yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota
Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal
yang telah ditentukan oleh Para Pihak.

ARTIKEL 7
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

e ettt sttt e e e s et e et e ee e ;
2 ettt e e et et e ;
S ettt a et b ettt r e ee e s e e ee e e e e ;
G ettt ettt ettt et ete e e e X
D ettt ettt e e ettt et ;
B ettt et et e et et e e et p
T et dan seterusnya.

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah
disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota
Kesepakatan ini.

BUPATI .....cccceeers BUPATI.............
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK .....................
NAMA NAMA
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L. SURAT PERINTAH TUGAS.

1.

Pengertian.

Surat Perintah Tugas adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan
penugasan dari pihak atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas
atasan tersebut.

Susunan.

Surat Tugas terdiri atas :

a.
b.
c.

Kepala Surat Tugas.
Isi Surat Tugas;
Bagian Akhir Surat Tugas.

i. Kepala Surat Tugas terdiri atas :

1) Tulisan “SURAT PERINTAH TUGAS”
2) NOMOR DAN TAHUN.

Isi Surat Tugas memuat dasar pertimbangan penugasan, nama

jabatan yang diberi tugas, jenis tugas yang harus dilaksanakan
dan waktu pelaksanaan tugas.

ii. Bagian Akhir Surat Tugas terdiri atas :

1) Nama tempat;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun;

3) Nama Jabatan;

4) Tandatangan pejabat yang memberi tugas.
5) Nama jelas Pejabat;

6) Pangkat dan NIP bagi PNS;

7) Stempel Jabatan/Instansi;

8) Tembusan.

Penandatanganan

a.

Surat tugas yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas formulir
ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan
lambang negara berwarna hitam.

Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat daerah
atas nama Bupati dibuat diatas formulir ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
atas wewenang jabatannya dibuat diatas formulir ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

Bentuk/model naskah dinas Surat Tugas, sebagaimana tertera ddalam
halaman berikut.
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Kepada

Untuk

contoh

BUPATI KUBU RAYA
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR .....................
MEMERINTAHKAN :

1. Nama ettt e et e e e e e
Pangkat/gol L ettt b e et eereeesene oo ennean
NIP D e e e e e ———e e e e re e e eeeennn
Jabatan et e e ——————eeeeee——eeseete e aaeeeaeaa s s e rn s

2. Nama e e e et eeeteeree——e e —————————————ttaanrrraanan
Pangkat/gol e e e e care
NIP D et —e e e e —eee e e e es et e e e arneeaeenans
Jabatan L et e s

T e e e
2 e ——— e —— e
B ettt e — e

Ditetapkandi..........................

padatanggal ..........................
BUPATI KUBU RAYA,

NAMA

Tembusan :

Jalan Ahmad Yani li Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website........
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR ...........ooeeee
Dasar © eeeeerireeete st ettt st st et as A b st b s s s R et s Re e nene
MEMERINTAHKAN :
Kepada : 1. Nama D ettt ettt et e st e snee et ae s neeanrenennes
Pangkat/gol e h et bt ettt et et et et et e b et e nneates
NIP e e e et ettt eaeanes
Jabatan L e eereeeeeeeenateeteeeeaeantaneeeeianatteaeaaneaaereinneeaennnnnens
2. Nama L ettt et e ettt aen et e s e teetesseteetensesearensaten
Pangkat/go! e oo ettt e et st be e bt e b e ens
NIP e ereeeheeeere et —e e ae—e et beete et ereeareebeenr et e et ennae
Jabatan ettt etet et et et etete e e tente e eensseeaaas
Untuk e e ettt et e e e e e e e a e e e —ne e e nere e nnteeeeaae e e e et ee s nnes
2 ettt bt a ettt te et enteteeneenteeneteereenene e
B e et e et —e e e e e ot —aaaae ettt beereaet et et e s e ttttean e eattaaean
Ditetapkandi........... ...............
padatanggal ..........................
a. n. BUPATI KUBU RAYA
SEKRETARIS DAERAH,
NAMA
Pangkat
NIP.
Tembusan :
1 USSR
2 e
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

& !95]\-
LV SEKRETARIAT DAERAH
W JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR .....................
DASAr et a e e eseee e st e s s s e s en s
MEMERINTAHKAN :
Kepada TNama e
Pangkat/gol 1
NP s
Jabatan e,
2. NAMA e
Pangkat/gol e
NP e
Jabatan s
Untuk e e ettt s et e et e eeae e eatn s enens
e ettt ettt et et et a et s et e et e e et e e e eeeans
B et et e ettt er et et et eae et et e e et e e e e et eeteasanaetennenneanen
Do ettt r ettt ee e et eee et e ee e et e eneeseeren]
e et et ettt e r e ;
B et e e e e e e e e e e e e ee e e e r oo :
P OUPOUPPPUPURUPPRR dan seterusnya

Ditetapkandi...........................
padatanggal ..........................

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.
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M. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS.

1. Pengertian
Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas sebagai alat
pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk
melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan
dan pembiayaan.

2. Susunan
Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :
a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas;
b. lIsi Surat Perintah Perjalanan Dinas;
c. Bagian akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas.

i. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :
2) Tulisan “Nomor” disebelah kanan atas;
3) Tulisan “Lembaran ke...."” Diketik dibawah kata “Nomor”:
4) Tulisan “Surat Perintah Perjalanan Dinas” ditempatkan
ditengah lembar isi naskabh;
5) Tulisan"(SPPD)” diketik secara simetris dibawah kata"Surat
Perintah Perjalanan Dinas”.

ii. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

1) Nama Jabatan yang memberikan perintah;

2) Nama dan NIP Pejabat/Pegawai yang diberi perintah;

3) Jabatan/Pangkat dan Golongan pegawai yang diberi
perintah;

4) Nama tempat dari dan kemana perjalanan dinas dilakukan;

5) Lamanya perjalanan dinas;

6) Maksud perjalanan dinas;

7) Perhitungan biaya perjalanan dinas;

8) Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang
diberi perintah perjalanan dinas dari pejabat ya.1g didatangi.

iii. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :
1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
2). Nama Jabatan pemberi perintah;
3). Tanda tangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi
perintah;
4). Stempel Jabatan/Stempel Instansi.

3. Penandatanganan.

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh
BupatiWakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas “Bupati” dengan lambang negara
berwarna hitam;

b. Surat Perintah Perjalanan Dinas vyang ditandatangani oleh
sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang
jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan
kop naskah dinas Sekretariat Daerah;

c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh
Pimpinan Perangkat daerah atas wewenang jabatannya dibuat
diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
perangkat daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas SPPD, sebagaimana tertera pada halaman
berikut.
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==\ PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
e SEKRETARIAT DAERAH

J1. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

__Kode Pos 78391

Lembarke ..o
Kode No L e
Nomor L e ——————————————

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)
—} =y
1. Pejabat yang memberi perintah Sekretaris Daerah

2. Nama Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan Golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan
c. Tingkat menurut peraturan
perjalanan

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakan

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran

10. Keterangan fain-fain

Dikeluarkan di :.............
pada tanggal e
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat
NIP
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SPPD No.
Berangkat dari

(tempat kedudukan):
Pada tanggal
Ke

....................................

....................................

Selaku pelaksana Teknis kegiatan

Il. Tiba di e, Berangkatdari ;...
Padatanggal ... Ke
Kepala Padatanggal ...

Kepala

lil. Tiba di e Berangkatdari ...

Padatanggal ..., Ke e,
Kepala Padatanggal ...
Kepala

V. Tiba di et Berangkatdari ;...
Padatanggal ... Ke
Kepala Padatanggal ...

Kepala
V. Tiba kembali di :

Padatanggal :..........ccocoooiomviooeeeeeenn,
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut diatas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang

sesingkat-singkatnya.

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VIl. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba
serta Bendaharawan bertandgung jawab berdasarkan peraturan-peraturan
Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan,
kealpaannya.
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N. SURAT KUASA.

1. Pengertian.
Surat Kuasa adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda
bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari pejabat yang
memberikan kuasa kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak
atas nama Pejabat pemberi kuasa.

2. Susunan.
Surat Kuasa terdiri atas :
a. Kepala Surat Kuasa;
b. Isi Surat Kuasa;
c. Bagian Akhir Surat Kuasa.

i. Kepala surat Kuasa terdiri dari:

1) Tulisan “SURAT KUASA" ditempatkan ditengah lembar naskah
dinas;

2) Tulisan “NOMOR" Surat Kuasa ditempatkan dibawah tulisan
“SURAT KUASA".

ii. Kepala surat Kuasa terdiri dari :

1) Nama Pejabat yang memberi kuasa;

2) Nama Jabatan yang memberi kuasa;

3) Tulisan “Memberi Kuasa”.

4) Tulisan “Kepada”.

5) Nama Pejabat yang diberi kuasa;

6) Nama Jabatan yang diberi kuasa;

7) Tulisan “Untuk”.

8) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang
dikuasakan.

Bagian akhir Surat Kuasa terdiri atas :

1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan.

2) Nama Jabatan pemberi kuasa.

3) Tanda tangan Pejabat pemberi kuasa.

4) Nama jelas pemberi kuasa (pangkat dan NIP bagi PNS).

5) Stempel Jabatan/Instansi.

6) Nama Jabatan yang diberi kuasa.

7) Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa.

8) Nama jelas, pangkat dan NIP yang diberi kuasa.

3. Penandatanganan.

a. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh BupatiWakil Bupati dibuat
diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
Bupati dengan lambang Negara berwarmna hitam.

b. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah atas nama
Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran
folio, dengan menggunakan kop naskah dinas sekretariat Daerah.

c. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas Surat Kuasa, sebagaimana tertera pada
halaman beriku
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l contoh

BUPATI KUBU RAYA

SURAT KUASA
NOMOR..............

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama
b. Jabatan

MEMBERI KUASA

Kepada

a. Nama
b. Jabatan
c. NIP.

.......................................................................

..................................................................................

......................................................................................................................................

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yang diberi Kuasa Yang Memberi Kuasa
NAMA JABATAN, BUPATI KUBU RAYA,
NAMA NAMA
Pangkat
NIP.

Jalan Ahmad Yani Il Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website........
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Ahmad Yani 11, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

SURAT KUASA
Nomor

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama
b. Jabatan

MEMBERI KUASA

Kepada

a. Nama
b. Jabatan
c. NIP.

.................................................................................

................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sungai Raya, 10 November 2010

Yang diberi Kuasa Yang Memberi Kuasa

NAMA JABATAN, NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH,
NAMA NAMA
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.
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O. SURAT UNDANGAN.

1. Pengertian.
Surat Undangan adalah Naskah Dinas yang merupakan pemberitahuan
yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu,
tempat dan acara yang ditentukan.

2. Susunan.

Surat Undangan terdiri atas :

a. Kepala surat Undangan;

b. Isi Surat Undangan;

¢. Bagian Akhir Surat Undangan.

i. Kepala Surat Undangan terdiri atas :
1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ditempatkan dikanan
atas.
2) Alamat undangan yang ditujukan ditempatkan dibawah nama,
tempat, tanggal bulan dan tahun.
3) Nomor, Sifat, Lampiran dan Perihal diketik secara vertikal,
ditempatkan disebelah kiri atas.

ii. Isi Surat Undangan terdiri atas :
1) Maksud dan Tujuan;
2) Hari Penyelenggaraan,;
3) Tanggal, Waktu dan tempat penyelenggaraan
4) Acara yang diselenggarakan;
5) Tulisan Penutup.

iii. Bagian Akhir Surat Undangan terdiri atas :
4) Nama Jabatan Pengundang; .
5) Tandatangan Pejabat Pengundang;
6) Nama Jelas Pejabat, Pangkat dan NIP pengundang.
7) Stempel Jabatan/instansi;
8) Catatan yang dianggap perlu.

3. Penandatanganan.

a. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati
dengan lambang Negara warna hitam;

b. Surat Undangan yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah atas
nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas
ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas Sekretariat
Daerah;

c. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat
Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas Surat Undangan, sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 10 November 2010

Kepada
Nomor D remerenereeeernas Y e
Sifat e e
Lampiran e
Hal : Undangan di -
Hari e,
Tanggal e
Pukul e
Tempat e
Acara e,
e dan soterusnya,
BUPATI KUBU RAYA,
NAMA
Catatan
LI U
2 e,

Jalan Ahmad Yani |l Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website........
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

Sungai Raya, 10 November 2010

Kepada
Nomor D rerenereneresennans Ythe e,
SHat e
Lampiran et
Hal : Undangan di -
Hari e,
Tanggal .,
Pukul e,
Tempat e,
AcCara
O 1 P o e
a.n. BUPATI KUBU RAYA
KEPALA SKPD,
NAMA
Pangkat
NIP.
Catatan :
1 s
2.

...................................
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Adi Sucipto KM 9,8 Telp. (0561) 721466 Fax. (0561) 721466
SUNGAI RAYA

__Kode Pos 78391

Sungai Raya, 10 November 2010

Kepada
Nomor Do rsnsnenes | £ (2 T
Sifat e e e
Lampiran e
Hal : Undangan di -
Har e,
Tanggal 1.,
Pukul e,
Tempat e,
ACara e,
e dan seterushya,
NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH,
NAMA
Pangkat
NIP.
Catatan :
) J USRI
2. e,
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P. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS.

1.

Pengertian.

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah Naskah Dinas yang
merupakan alat pemberitahuan dan tanda bukti pejabat yang berwenang
kepada Pejabat/pegawai lain yang menyatakan bahwa pejabat/pegawai
tersebut telah mulai menjalankan tugas.

Susunan

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas :

a. Kepala surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

b. Isi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

c. Bagian Akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas.

i. Kepala Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas :
1) Tulisan “SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS"
2) Tulisan “NOMOR DAN TAHUN"

ii. Isi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas :
1) Nama, Pangkat/Golongan, Ruang NIP dan Jabatan Pejabat/
Pegawai yang memberi pemyataan.
2) Nama, Pangkat, Golongan, NIP dan Jabatan Pejabat /
Pegawai yang diberi pernyataan.
3) Nomor, Tanggal, Dasar Surat Peraturan Pengangkatan dan
mulai melaksanakan tugas.

iii. Bagian Akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri dari :
1) Nama tempat pembuatan;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun pembuatan;
3) Nama Jabatan pembuat Keterangan;
4) Tanda tangan Pejabat;
5) Nama, Pangkat dan NIP;
6) Stempel jabatan/instansi.

Penandatanganan .

a. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh
Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop
naskah dinas Bupati dengan lambang Negara berwarna hitam.

b. Surat Keterangar melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh
Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat
daerah yang bersangkutan.

c. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh
Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat
diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop Naskah Dinas
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bentuk/model naskah dinas Surat Keterangan Melaksanakan Tugas
sebagaimana tertera pada halaman berikut.
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BUPATI KUBU RAYA

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR ........ccoorii

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama e e
NIP L ettt et e e et —————————————————
Pangkat/Golongan et errra e et e s e aeeaae
Jabatan L e

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama et
NIP e e
Pangkat/Golongan et e et eeana e
Jabatan et

Yang diangkat berdasarkan Peraturan ...................ccoooeeeeeeoeeeeeeeeeeee,
Nomor ..........cceeeeeeee.. terhitung ..o,

telah nyata menjalankan tugas sebagai .............c.ccceeoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
di - .

....................................................................................................................

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan
apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang
berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian
tersebut.

Sungai Raya, 10 November 2010
BUPATI KUBU RAYA

NAMA
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Abhmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAIRAYA

Kode Pos 78391

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama e
NIP e e e e e e
Pangkat/Golongan D e et
Jabatan D et

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama e e e
NIP ettt — e e e s e e e aae e
Pangkat/Golongan e e e a e e e r e e
Jabatan et ettt rr e e e ———— e e e e e s reae e eaan
Yang diangkat berdasarkan Peraturan .................c.cocoveeeoeoomeeeeeeeeeeee
Nomor ...................... terhitung ..o,
telah nyata menjalankan tugas sebagai .................ccoooveeeeeeeeeoreoeeeeoee

di -

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan
apabila dikemudian hari isi surat pemyataan ini ternyata tidak benar yang
berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian
tersebut.

Sungai Raya, 05 November 2010

a. n. BUPATI KUBU RAYA
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Adi Sucipto KM 9,8 Telp. (0561) 721466 Fax. (0561) 721466
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama v et e r e
NIP e —————— s
Pangkat/Golongan et
Jabatan  eereetereeeereereete e e i e rtet e rearrera—r——————

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama L e e e e e e a e aaas

NIP ettt r e e e et s

Pangkat/Golongan L e e e e e e e e

Jabatan L ettt ————————————
Yang diangkat berdasarkan Peraturan .................c..ccoooeveieeeeeeeeeeeeeeee
............ NOMOr ... terhitung Lo,
telah nyata menjalankan tugas sebagai ................ Perereerernninns e te et eere et ————————

di -

.........................................................................................................................

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan
apabila dikemudian hari isi surat pemyataan ini ternyata tidak benar yang
berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian
tersebut.

Sungai Raya, 05 November 2010

a. n. BUPATI KUBU RAYA
PIMPINAN SKPD,

NAMA
PANGKAT
NIP.
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Q. SURAT PANGGILAN

1. Pengertian.

2.

Surat Panggilan adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk
memanggil pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Badan
Hukum/Swasta/Perorangan, guna diminta keterangan mengenai sesuatu
permasaiahan/persoalan.

Susunan.

Surat Panggilan terdiri atas :

a. Kepala Surat Panggilan;

b. Isi Surat Panggilan;

c. Bagian akhir Surat Panggilan.

i. Kepala Surat Panggilan terdiri atas :
1) Nama tempat, Tanggal, Bulan Tahun;
2) Nama Instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/Perorangan
yang dipanggil;
3) Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal.

ii. Isi Surat Panggilan terdiri atas :
1) Hari, Tanggal, waktu, Tempat, Menghadap kepada, Alamat,
Pemanggil;
2) Maksud Surat Panggilan tesebut;

ii. Bagian akhir Surat Panggilan terdiri atas :
1) Nama Jabatan;
2) Tanda Tangan pejabat;
3) Nama, Pangkat dan NIP pejabat;
4) Stempel jabatan/instansi;
5) Tembusan apabila diperlukan.

3. Penandatanganan.

a. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas kertas
folio, dengan menggunakan Kop naskah dinas Bupati dengan
lambang Negara berwarna hitam.

b. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat
Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

c. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat
Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas Surat Panggifan, sebagaimana tertera pada

halaman berikut.
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BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 10 November 2010

Kepada
Nomor e Ythe o
Sifat e e e
Lampiran :................
Hal : Panggilan di -
Dengan ini diminta kedatangan Saudara di ...
O = = -
HaN e e
Tanggal HTRUUURRRUUROUPRIRN TSP R SO PSP
Pukul L et te e e e et e et e et e ae e
Tempat UUPUURU PR T USROS OROPURUR RO SUUUTUUURUPRUUTTRORORROTPRO
Menghadap
kepada et eeaeatereee s et ee et ettt et en e
Alamat e —e et eetare e —— e et et
UNtUK

NAMA

Jaian Ahmad Yani ii Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website........



contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

Sungai Raya, 10 November 2010

Kepada

Nomor s Yth. o
Sifat e e e
Lampiran .....................

Hal : Panggilan di -

.......................................................................................................................

Tempat T U RSP UPUPRRRSO PRSP

Menghadap
kepada et e et e e r e et e et e et e e et ean e et e eneenae e e eneen

Alamat e

a.n. BUPATI KUBL RAYA
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat
NIP.
Tembusan :
t [
2.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Adi Sucipto KM 9,8 Telp. (0561) 721466 Fax. (0561) 721466

SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391
Sunygai Raya, 10 Novemnber 2610

Kepada

Nomor e Ythe oo
Sifat e
Lampiran ...

Hal : Panggilan di -

Tempat e e e

Menghadap
kepada et e e ee e e e eeeeeaeeeateeaaneeaaneenaeaenteeaneeenreeaarees

Alamat T e

NAMA JABATAN

2 RS NN : L2

PIMPINAN SKPD,

NAMA
Pangkat
NIP
Tembusan :
1 T USU
2 s
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R. NOTA DINAS

1.

Pengertian.

Nota Dinas adalah alat komunikasi tertulis intern antar pejabat
unit/satuan kerja Perangkat Daerah yang memuat/berisi pemberitahuan,
permintaan, penjelasan, laporan dan sebagainya mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu
kebijakan atau proses penyelesaian suatu persoalan/masatah.

Susunan.
Nota Dinas terdiri atas :

a. Kepala Nota Dinas;
b. Isi Nota Dinas;
¢. Bagian akhir Nota Dinas.

i. Kepala Nota Dinas terdiri atas :
1) Tulisan “NOTA DINAS” ditempatkan ditengah-tengah isi naskah;
2) Pejabat/alamat yang dituju;
3) Pejabat yang mengirim;
4) Tanggal, bulan dan tahun;
5) Nomor, dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan;
6) Sifat, Lampiran dan Hal.

ii. Isi Nota Dinas diruniuskan dalam bentuk uraian :

iii. Kepala Nota Dinas terdiri atas :
1) Nama Jabatan;
2) Tanda tangan Pejabat;
3) Nama, Pangkat dan NIP;
4) Tembusan;

Penandatanganan.

Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atau
pejabat lainnya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan
kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan.

Bentuk/modet naskah dinas Nota Dinas, sebagaimana tertera pada
halaman berikut :
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contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Adi Sucipto KM 9,8 Telp. (0561) 721466 Fax. (0561) 721466
SUNGAI RAYA

NOTA — DINAS

Kepada D et ser s et b s s bbb et s s e R RS sb SRR bR aR st et ee s set s s seses s eean
Dari D eueuessesmasnesasssasrenanertaeAteSesOIAR SR AL SRS s e SR e Ra RSO R RS RS R SRS SO RO S04 S0 bt ane e e semes

Tanggal s R b Res sttt et s e eeranes
Nomor L etecisssmrenetasaneneseesssre s s e SR e A S et R RS L eR e abe SRR SR e RS msa s bas e semerees
Sifat et ettt a bbb e s se e bRt e et ee et te e raeee s s s e s eeemssen s
LAMPITAN oottt seeeeee s eeees s et
Hal D et e ettt b bttt b e eon et esantet e e e e e s st eesseneson

.........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Kepala SKPD,

NAMA
Pangkat
NIP.
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S. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

1.

Pengertian.

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah alat komunikasi intern
yang dituyjukan kepada pejabat atasan guna penyampaian konsep
Naskah Dinas untuk mendapatkan penyelesaian atau tandatangan.

Susunan.

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. terdiri atas :
a. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
b. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

c. Bagian Akhir Konsep Pengajuan Naskah Dinas.

i. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas :
1) Nama tempat;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Pejabat/alamat yang dituju;
4) Tulisan “Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas” ditempatkan
ditengan atas: lembar naskah.
ii. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas :
1) Jenis naskah yang dituju;
2) Pejabat/alamat tujuan naskah dinas disampaikan;
3) Dari Pejabat yang mengirim Naskah Dinas;
4) Tentang isi Naskah Dinas:
5) Catatan yang diperiukan;
6) Lampiran;
7) Permohonan mendapatkan tanda tangan atas pengesahan atau
persetujuan.
ili. Bagian akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas :
1) Nama Jabatan;
2) Tanda tangan pejabat; .
3) Nama pejabat berikut Pangkat dan NIP;
4) Tulisan “DISPOSISI PIMPINAN"

Penandatanganan.

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh
Pimpinan perangkat daerah dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

. Bentuk/mode!l naskah dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas,

sebagaimana tertera pada halaman berikut.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391

Sungai Raya, 10 November 2010

Kepada

.............................

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat  : ..o
Tentang e ettt e
Catatan ettt e s
Lampiran L e e at et e st ae s bt e e st e ene sennnvens

Untuk Mohon persetujuan dan

tanda tangan atas ettt

DISPOSISI PIMPINAN
KEPALA SKPD,

Tindak lanjut staf
NAMA

Pangkat
NIP

Catatan : Coret yang tidak perlu.

72



T. LEMBAR DISPOSISI.

1. Pengertian.
Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada

bawahan yang berisi informasi dan perintah.

2. Susunan
Lembar Disposisi terdiri atas :
a. Kepala Lembar Disposisi.
b. lIsi lembar Disposisi;
c. Bagian Akhir Lembar Disposisi.

i. Kepala Lembar Disposisi terdiri atas :
1) Tulisan “LEMBAR DISPOSISI™;
2) Surat dari;

3) Nomor surat;

4) Tanggal surat;

5) Diterima Tanggal;
6) Nomor Agenda;

7) Sifat;

8) Hal,

9) Diteruskan kepada;
10)Catatan.

ii. Isi Lembar Disposisi terdiri atas :
1) Tulisan “LEMBAR DISPOSISI” ditempatkan ditengah lebar

lembar naskah;
2) Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian.

iii. Bagian Akhir Lembar Disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi
disposisi beserta tanggalnya.

3. Pemberian paraf.
a. Lembar Disposisi diparaf oleh :

1) Bupati/Wakil Bupati.
2) Sekretaris Daerah;
3) Pimpinan Perangkat Daerah.

b. Lembar Disposisi yang diparaf oleh pejabat dimaksud angka 1, 2
dan 3 diatas, dibuat diatas kertas ukuran % folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas Bupati dan perangkat daerah yang

bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas Lembar Disposisi, sebagaimana tertera
pada halaman berikut.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Pos 78391

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Diterima Tgl :
No. Agenda :

No. Surat : Sifat : , ,
Tgl. Surat : CJSangat segeral ] Segera [] Rahasia
Perihal
Diteruskan kepada Sdr.: Dengan hormat harap:
[ O Tanggapan dan Saran
0 O O Proses lebih lanjut
50 S O Koordinasi/konﬁrmasikan
Dan seterusnyanya .......... SRR

Catatan :

Nama Jabatan
Paraf dan tanggal,

Nama Pejabat
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U. TELAAHAN STAF.

1.

Pengertian.

Telaahan Staf adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh Staf atau
bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat
dan saran-saran tentang sesuatu masalah.

Susunan
Telaahan Staf terdiri atas :

a. Kepala Telaahan Staf:
b. Isi Telaahan Staf;
c. Bagian akhir Telaahan Staf.

i. Kepala Telaahan Staf terdiri atas :
1. Tulisan “TELAAHAN STAF” diletakkan ditengah lembar naskah:
2. Pejabat/alamat yang dituju;
3. Pejabat yang mengirim;
4. Tanggal, Nomor Sifat, lampiran dan Perihal.

ii. Isi Telaahan Staf terdiri atas :
1) Pokok persoalan;
2) Pra anggapan;
3) Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan
( bila ada);
4) Pembahasan/analisis;
5) Kesimpulan;
6) Saran tindak.

iii. Bagian akhir Telaahan Staf terdiri atas :
1) Nama Jabatan;
2) Tanda tangan pejabat; .
3) Nama jelas pejabat berikut pangkat dan NIP;
4) Tembusan.

Penandatangan.

Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah
dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah
Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bentuk./model naskah dinas Telaahan Staf, sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391

TELAAHAN STAF

Hal et e e e e e et e st et era e st et aneaara et aas s benannnrnn e aeennenn

l. Persoalan et e — et ee————e e e et ee e ————aeeeae e e

. Praanggapan e et e e et et ettt et s en et e s e s eeaeeaen

.................................................................................

lll. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

Persoalan e e eee e e e e e eeae e e e e ee e
IV. Analisis T e ———————————te bt eraee e eeaaaaaa e aee———— e
V. Kesimpulan ettt et e e e
VI. Saran et ——— e e e ———eoen—taeraaneteaaaa—aae e e e e e eeneeeeeeer e

NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT
Pangkat

NiP
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V.

1.

PENGUMUMAN.
Pengertian.

Pengumuman adalah suatu bentuk naskah dinas sebagai alat
pemberitahuan yang bersifat umum.

Susunan

Pengumuman terdiri atas :

a. Kepala Pengumuman;

b. Isi Pengumuman;

c. Bagian Akhir Pengumuman.

i. Kepala Pengumuman terdiri atas :
a. Tulisan PENGUMUMAN *“ diletakkan ditengah lembar naskah;
b. Nomor ditempatkan dibawah tulisan Pengumuman;
c. Tulisan “TENTANG”
d. Nama judul Pengumuman

ii. Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian

iii. Bagian akhir Pengumuman terdiri atas :
1) Nama Tempat Pengumuman dikeluarkan;
2) Tanggal , Bulan dan Tahun;
3) Nama Jabatan yang mengeluarkan;
4) Tanda tangan pejabat berikut pangkat dan NIP;
5) Stempel jabatan/instansi.

Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.

a. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat
Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah
yang bersangkutan.

b. Pengumuman vyang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat
Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas yang
bersangkutan.

Bentuk/model naskah dinas Pengumuman, sebagaim.ana tertera
halaman berikut.
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BUPATI KUBU RAYA

PENGUMUMAN
NOMOR : ...............

TENTANG

..........................................................................

.........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................................................

Ditetapkandi ................................
padatanggal...............................

BUPATI KUBU RAYA,

NAMA

Jalan Ahmad Yani Il Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website........
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391
s S A i

PENGUMUMAN
NOMOR: ...............

TENTANG

..........................................................................
....................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................

....................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

....................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................

Ditetapkandi .....................cco.......
padatanggal ..............................

a.n. BUPATI KUBU RAYA
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat
Nip.

79



contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391

m

PENGUMUMAN
NOMOR: ...............

TENTANG

..........................................................................
....................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................

....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Ditetapkandi...............................
padatanggal ............................

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH,

NAMA
Pangkat
NIP.
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W. LAPORAN

1. Pengertian.
Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggungjawaban dari
pejabat bawahan kepada atasan atau dari suatu Tim Kerja yang
disusun secara lengkap, sistematis dan kronologis.

2. Susunan.
Laporan terdiri atas :
a. Kepala Laporan;
b. lIsi Laporan;
c. Bagian akhir Laporan;
d. Lampiran jika dianggap perlu.

i. Kepala Laporan terdiri atas Nama / Judul Laporan.
ii. Isi Laporan dirumuskan dalam bentuk uraian dengan sistimatika :

1) Pendahuluan ; memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan
riang lingkup dan sistimatika laporan.

2) Materi laporan; memuat tentang kegiatan yang ditaporkan,
hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan yang
dihadapi dan lain-lain;

3) Kesimpulan dan saran ; memuat rangkaian pelaksanaan tugas
dan saran — saran sebagai bahan pertimbangan.

iii. Bagian akhir Laporan terdiri atas :

1) Nama tempat;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun;

3) Nama Jabatan pembuat laporan;

4) Tanda tangan pejabat;

5) Nama, Pangkat dan NIP.

6) Stempel Jabatan/Instansi.

iv. Lampiran jika perlu.

3. Penandatanganan. .

a. Laporan yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas «ertas ukuran
folio, dengan menggunakan kop naskah dinas “Bupati” dengan
lambang Negara berwamna hitam;

b. Laporan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat daerah atas
nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan
kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. ‘

c. Laporan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat daerah
atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas laporan, sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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BUPATI KUBU RAYA

LAPORAN
TENTANG

......................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................

......................................................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................................................

.........................................................................................................

.....................................................................................................................................

. ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................................

BUPAT! KUBU RAYA,

NAMA
Pangkat
NIP.

Jalan Ahmad Yani ll Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website........
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Pos 78391

LAPORAN
............................................... T
s

e

B: La ndasan : HUkum ........................................................................

CMakSUddanTuJuan ...........................

o
reeews
memansen
s

.............................................................................. leuatdl

padatanggal ............................

NAMA JABATAN PEMIMPIN,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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X. REKOMENDASI

1.

Pengertian.

Rekomeridasi adalah Naskah Dinas yang berisikan
keterangan/penjelasan untuk mendukung sesuatu hal.

Susunan

Rekomendasi terdiri atas :
a. Kepala rekomendasi;

b.

Isi rekomendasi:

c. Bagian akhir rekomendasi.

i. Kepala Rekomendasi terdiri atas :

1) Tulisan “REKOMENDASI" ditempatkan ditengah-tengah isi
naskah;

2) NOMOR dan TAHUN ditempatkan dibawah tulisan
“REKOMENDASI".

3) Tulisan “Tentang”

4) Nama / Judul Rekomendasi.

ii. Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian.

iii. Bagian akhir Rekomendasi teridiri atas :

1) Nama Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun.
2) Nama Jabatan pembuat Rekomendasi;

3) Tanda tangan pejabat;

4) Nama jelas. Pangkat dan NIP;

5) Stempel jabatan/instansi.

Penandatanganan.

a. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas

kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
“Bupati” dengan lambang Negara berwarna hitam;

. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat

Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio |,
dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang
bersangkutan.

. Rekomendasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan

Perangkat Daerah ditentukan oleh jenis, sifat organisasinya,
menurut wewenang yang ada, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

4. Bentuk/mode! naskah dinas Rekomendasi, sebagaimana tertera pada\
halaman berikut.
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BUPATI KUBU RAYA

REKOMENDASI .........ccocovine.

....................................................................................................................................
................................................................................................................................................

...............................................................................................

...................................................................................

....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

............................................................................................

Sungai Raya, 10 November 2010

BUPATI KUBU RAYA,

NAMA

Jalan Ahmad Yani Il Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website........
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391

M

..................................................................................................................................
................................................................................................................................................

...............................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Sungai Raya, 10 November 2010

a.n. BUPATI KUBU RAYA
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat
NIP.
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Y. SURAT PENGANTAR.
1. Pengertian.

Surat Pengantar adalah daftar yang dipergunakan sebagai pengantar
untuk mengantar sesuatu Naskah atau barang dan sebagainya yang
pada umumnya tidak memerlukan penjelasan.

2. Susunan.
Surat Pengantar terdiri atas :

a. Kepala Surat Pengantar;
b. Isi Surat Pengantar;
c. Bagian Akhir Surat Pengantar.

i. Kepala Surat Pengantar teridiri atas :
1) NOMOR,;
2) Pejabat/alamat yang dituju;
3) Tulisan “SURAT PENGANTAR” ditempatkan ditengah lembar
isi naskah.

ii. Isi Surat Pengantar teridiri atas :
1) Kolom nomor urut;
2) Kolom jenis yang dikirim;
3) Kolom banyaknya naskah /barang dan sebagainya;
4) Kolom keterangan.

iii. Bagian Akhir Surat Pengantar teridiri atas :
1) Nama tempat;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Nama Jabatan pembuat pengantar;
4) Tanda tangan;
5) Nama, Pangkat dan NIP;
6) Stempel jabatan/instansi;
7) Penerimaan.

3. Cara Pembuatan.
Surat Pengantar dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan
kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas surat Pengantar, sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391

w

Sungai Raya, 10 November 2010

Kepada,
Y. e
di-
SURAT PENGANTAR
NOMOR: ...............
No Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan
Diterima tanggal ................

Penerima Pengirim
Nama Jabatan, Nama Jabatan,
Nama pejabat Nama Pejabat
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.

Nomortelepon..........
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Z. TELEGRAM.
1. Pengertian.

Telegram adalah Naskah Dinas berisi berita singkat yang memerlukan
penyelesaian dengan cepat, menggunakan kata-kata singkat dan jelas
yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

2. Susunan.

Telegram terdiri atas :

a. Kepala Berita Telegram;
b. Isi Telegram;

c. Bagian Akhir Telegram.

i. Kepala Berita Telegram terdiri atas :
1) Pejabat yang mengirim berita berikut pangkat dan NIP.
2) Pejabat/alamat yang dituju;
3) Tembusan.

ii. Isi Berita Telegram terdiri atas :
1) Klasifikasi;
2) Nomor;
3) Uraian isi berita dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas;
4) Singkatan Titel Jabatan Bupati;
5) Tanggal, bulan dan tahun.

iii. c. Bagian akhir Berita Telegram terdiri atas :
1) Nama pejabat yang mengirim;
2) Nama jabatan yang mengirim;
3) Tanda tangan pejabat yang mengirim.

3. Penandatanganan.

Naskah berita Telegram yang dikiim dengan menggunakan
telekomunikasi elektronik Sekretariat Daerah dibuat dalam formulir
Sekretariat Daerah;

a. Naskah berita Telegram yang dikirim melalui Kantor Telegram
menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Keabsahan isi berita Telegram yang dirumuskan dalam formulir
berita dimaksud pada huruf a setelah ditandatangani oleh pejabat
dimaksud angka 2 ad. c;

c. Pengiriman Berita Telegram dilakukan oleh Bagian Sandi dan
Telkom.

4. Cara Pengiriman.

Pengiriman  Telegram  dilaksanakan dengan  menggunakan
Telekomunikasi Elekironik Sekretariat Daerah atau Kantor — Kantor
Telegram.

5. Bentuk/model naskah dinas Telegram, sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIAT DAERAH
J1. Ahmad Yani 11, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391
m
FORMULIR BERITA
RegistrasiNo: .................
PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT
DARI i O
UNTUK ettt et en e e
TEMBUSAN  © e Tanggal/waktu :
Jumiah kata
KLASIFIKASI : SEGERA
Nomor ...
................................................................................................ KMA ................
G »
AAATTK e KMA e
e
BBBTTK e KMA e
o
B T K e e st te et eaeeeseeeseeseeenssosereeeseas TTK
HBS
Tanggal waktu pembuatan ................
Waktu Lalu Paraf
No.Kode | Terima | Kirim | Lintas | Operator
Pengirim
Nama
Jabatan

Tanda tangan
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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN........... NOMOR ......

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR... TAHUN....
TENTANG
BUPATI KUBU RAYA,
MenIMbDAaNG & 8. .o , dst;
MENGINGat & . e , dst;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG

.....................................................................................................................

........................................................

Ditetapkan di..................occoooveenn..,
Padatanggal..............ccocoooovein,

BUPATI KUBU RAYA

NAMA

Diundangkan di........
Pada tanggal............

SEKRETARIS DAERAH,
NAMA
Pangkat
Nip.

BERITA DAERAH KABUPATEN (Pemrakarsa)
TAHUN ........... NOMOR .. .
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BERITA DAERAH.

Pengertian.

Berita Daerah adalah naskah dinas yang dipergunakan sebagai
alat/media untuk pengundangan dan penyebariuasan Peraturan Bupati
atau peraturan lain dibawahnya dengan maksud agar setiap orang
mengetahuinya.

Susunan.

Berita Daerah terdiri atas :

a. Kepala Berita Daerah;

b. Isi Berita Daerah;

c. Bagian Akhir Berita Daerah.

i. Kepala Berita Dacrah terdiri atas
1) Tempat, Tanggal, Bulan dan tahun;
2) Pejabat alau alamat yang dituju;
3) Nomor, Lampiran, dan Hal;
4) Tulisan “Berita Daerah”.
ii. Isi Berita Daerah terdiri atas uraian maksud penyampaian Berita
Daerah.
iii. Bagian akhir Berita Daerah terdiri atas :
1) Nama Jabatan;
2) Tanda tangan pejabat;
3) Nama, Pangkat dan NIP;
4) Stempel jabatan/instansi;
5) Tembusan.

. Penandatanganan.

b. Berita Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas
formulir ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
“‘Bupati” dengan lambang Negara berwarna hitam.

c. Berita Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas
formulir ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
Sekretariat Daerah.

Bentuk/model naskah dinas Berita Daerah, sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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BERITA DAERAH

KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN............. NOMOR ......

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR... TAHUN....

TENTANG

.................................................................................

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : @. ...y dst;
Mengingat  © 1. .o , dst;

MEMUTUSKAN :

......................................................................................................................

........................................................

Diundang dk............ocoooviiiiiie
padatanggal ..................c.ooooeiiin

BUPATI KUBU RAYA,

Ttd

NAMA

Diundangkan di.........
Pada tanggal.............

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat
Nip.

BERITA DAERAH KABUPATEN (Pemrakarsa).........
TAHUN ........... NOMOR.......oociiee,



BB. BERITA ACARA

1.

Pengertian.

Berita acara adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan yang
bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa , perubahan
status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa
perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kebijakan
pimpinan.

Susunan.

Berita Acara terdiri atas :

a. Kepala Berita acara.

b. Isi Berita acara;

c. Bagian akhir Berita Acara

i. Kepala Berita Acara terdiri atas :
1) Tulisan “3ERITA ACARA” ditempatkan ditengah lembar
naskah;
2) “NOMOR” Berita Acara ;
3) Nama Berita Acara.

ii. Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang didatamnya
dicantumkan :
1) Tempat, Hari, Tanggal Bulan dan Tahun;
2) Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Alamat;
3) Pemmasalahan Pokoknya.

lii. Bagian akhir Berita Acara terdiri atas :
1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun:
2) Tulisan “Pihak” yang terlibat dalam Berita Acara;
3) Tanda tangan pihak yang terlibat dalam Berita Acara;
4) Nama Jelas Pihak Pejabat yang terlibat dalam Berita Acara;
5) Stempel Jabatan/instansi;
6) Tulisan “Dilakukan dihadapan ......... (siapa yang
menyaksikan Berita Acara tersebut);
7) Nama jelas dan NIP bila ada;
8) Tanda tangan yang menyaksikan;
9) Tulisan “Demikian Berita Acaran ini dibuat dalam rangkap

Penandatanganan.

a. Berita Acara ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat
didalamnya, termasuk Pejabat yang menyaksikan.

b. Berita Acara yang ditandantangani oleh Bupati dibuat diatas
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
“Bupati” dengan lambang negara berwama hitam.’ _ _

c. Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat
Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran
folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah
yang bersangkutan.

Bentuk/model naskah dinas Berita Acara, sebagaimana tertera pada

halaman berikut.
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BUPATI KUBU RAYA

BERITA ACARA
NOMOR: .........
Pada hari ini tanggal
e, KA MASING-MASING
ettt ee s sttt e e e ae e yang selanjutnya

disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan
alamat)

2 ettt e ettt ettt se et et e e e eeeesereseenan yang selanjutiya
disebut Pihak Kedua

....................................................................................................................................

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap..... untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIOUAL i oo

Pihak Kedua Pihak Pertama

BUPATI KUBU RAYA

NAMA PEJABAT NAMA
Pangkat
NIP.

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Jalan Ahmad Yani Il Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561)........ Faks (0561)......... e-mail...... , Website.....
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391
w

BERITA ACARA
NOMOR: .........

Pada hari ini tanggal
e o kami masing-masing -
ettt e p ettt en et ettt ee s e e yang selanjutnya

disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan
alamat)
2 ettt ettt es et et e e er e e ne s yang selanjutnya
disebut Pihak Kedua
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap..... untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuatdi.................oooooo.
Pihak Kedua Pihak Pertama

a.n. BUPATI KUBU RAYA
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA PEJABAT NAMA
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

BERITA ACARA
NOMOR: .........

Pada hari ini tanggal

................................................................................................................................................

......................................................................................................... yang selanjutnya
dlsebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan
alamat)

.......................................................................................................... yang selanjutnya
disebut Pihak Kedua

....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap..... untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

...................................

Pihak Kedua Pihak Pertama

NAMA JABATAN
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NiP.
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CC.NOTULEN.
1. Pengertian.

Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan jalannya kegiatan
sidang/rapat, mulai dari acara pembukaan, pembahasan masalah

sampai dengan pengambilan keputusan serta penutupan.
2. Susunan.

Notulen teridiri dari atas :

a. Kepala Notulen;

b. Isi Notulen;
c. Bagian akhir Notulen.

i. Kepala Notulen terdiri'atas tulisan “NOTULEN"
Keterangan tentang Notulen Sidang/Rapat terdiri atas :
1) Nama Sidang /Rapat;
2) Harl, Tanggal;
3) Waktu Sidang/Rapat;
4) Tempat;
5) Acara;
6) Pimpinan sidang;
7) KetuaMWakil Ketua;
8) Sekretaris;
9) Pencatat;
10)Peserta Sidang/Rapat.
ii. Isi Notulen terdiri atas :
1) Kata Pembukaan;
2) Pembahasan;
3) Pembacaan Keputusan;
4) Waktu Penutupan.
iii. Bagian Akhir Notulen Notulen terdiri atas :
1) Nama Jabatan;
2) Tanda tangan;
J) Nama Pejabat, pangkat dan NIP.

3. Penandatanganan.

a. Notulen yang ditandatangani oleh Pejabat dilingkungan
Sekretariat Daerah dibuat diatas kertas ukuran iolio, dengan

menggunakan kop naskah dinas Sekretariat Daerah;

b. Notulen yang ditandatangani oleh Pejabat di lingkungan
Pérangkat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan

menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah
bersangkutan.
c. Notulen ditandatangani oleh :
1) Ketua/Wakil Ketua;
2) Sekretaris;
3) Pencatat yang ditunjuk.

4. Bentuk/Model naskah dinas Notulen, sebagaimana tertera pada

halaman berikut.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

m

NOTULEN
SIdan@/Rapat e et
Hari/Tanggal 1ot
Waktu Panggilan © e
Waktu sidang/rapat ... e
Acara L ettt e
2.dan SEteruSNYA ...............coovemieeeeeeeeeeeeeeeeee

3. Penutup.
Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua
Sekretaris
Pencatat

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Peserta sidang/rapat : 1. . ........cc.oviioeieceeeeee e
2. dan seterusnya.

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. ..o
2. dan seterusnya.

1. Kata Pembukaan :
2. Pembahasan
3. Peraturan

..............................................................................

..............................................................................

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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DD.

MEMO.
1. Pengertian.

Memo adalah naskah dinas yang materinya mengandung
pemberitahuan atas sesuatu permasalahan yang dapat digunakan oleh
atasan kepada bawahan atau antar pejabat setingkat.

2. ;Susunan.

Memo terdiri atas :

a. Kepala Memo;

b. Isi Memo;

c. Bagian akhir Memo.

i. Kepala Memo teridiri atas :
1) Tulisan “MEMO" ditempatkan ditengah lembar isi Naskah;
2) Nama Pengiim Memo, ditempatkan disebelah kiri atas
Naskah Dinas.

3) Nama pejabat dan alamat yang dituju, ditempatkan
disebelah bawah nama pengirim.

ii. Isi Memo memuat pemberitahuan atas sesuatu permasalahan

iii. Bagian akhir Memo terdiri atas tanda tangan dan
pejabat/pembuat memo.

3. Penandatanganan.

a. Memo dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan :

1) Kop Naskah Dinas Bupati bagi Memo yang dipergunakan oleh
Bupati dengan Lambang Negara berwarna hitam.

2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah bagi Memo yang
dipergunakan oleh Pejabat di Lingkungan Perangkat Daerah
yang bersangkutan.

b. Memo diparaf atau ditandatangani oleh pembuat memo.
¢. Memo tidak dibubuhi stempel.
d. Pembuatan Memo dapat diketik atau cukup ditulis tangan.

4. Bentuk/model naskah dinas Memo, sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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BUPATI KUBU RAYA

MEMO

Dari

...........................................................................................................................

Kepada

...........................................................................................................................

ISt e
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................

Sungai Raya, 11 November 2010

BUPATI KUBU RAYA,

Tanda Tangan atau Paraf
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

............................................................................................................

Sungai Raya, 11 November 2010

NAMA JABATAN
PERANGKAT DERAH,

Tanda Tangan atau Paraf
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EE.

DAFTAR HADIR.

. Pengertian.

a. Daftar Hadir adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk
mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang.
b. Daftar Hadir terdiri atas :
1) Daftar Hadir yang didalamnya sudah dicantumkan nama-nama
orang yang akan hadir;
2) Daftar Hadir yang didalamnya belum dicantumkan nama-
nama orang yang akan hadir.
¢. Daftar Hadir dirumuskan dalam dua bentuk :
1) Daftar Hadir untuk keperluan sidang;
2) Daftar Hadir untuk masuk dan keperluan kerja.

. Susunan.

Daftar Hadir terdiri atas :

a. Kepala daftar Hadir;

b. Isi Daftar Hadir;

c. Bagian akhir Daftar Hadir.

i. Kepala Daftar Hadir terdiri atas :
1) Tulisan “DAFTAR HADIR" ditempatkan ditengah-tengah
lembar naskah;
2) Tempat, Hari, Tanggal, Waktu dan Acara ditulis dibawah
tulisan Daftar Hadir sebelah kanan.

ii. Isi Daftar Hadir terdiri atas :

1) Kolom Nomor urut;

2) Kolom nama;

3) Kolom jabatan/instansi;

4) Kolom tanda tangan/paraf;

5) Kolom keterangan;

6) Untuk Daftar Hadir masuk Kantor ( kerja) dilengkapi dengan
kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom
paraf masuk pagi dan siang.

iii. Bagian akhir Daftar Hadir terdiri atas :

1) Nama tempat;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun;

3) Nama Jabatan, penanggung jawab (pejabat yang
bertanggung jawab atas kegiatan);

4) Tanda tangan Pejabat penanggung jawab;

5) Nama, pangkat dan NIP Pejabat Penanggung jawab.

3. Penandatanganan.

a. Daftar Hadir masuk kantor dibuat diatas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

b. Daftar Hadir untuk rapat-rapat dibuat diatas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah
yang bersangkutan.

c. Daftar Hadir ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab/
penyelenggara kegiatan;

d. Daftar Hadir tidak periu dibubuhi stempel.

. Bentuk/model Naskah Dinas Daftar Hadir sebagaimana tertera pada

halaman berikut.
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contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

m

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hal e
Tanggal: ...
WaKIU e
Tempat © e
ACAIA ...
NO. NAMA JABATAN/ TANDA TANGAN KET
PANGKAT
1.
2.
3.
Dst

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIAT DAERAH
J1. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391
“
DAFTAR HADIR
BULAN o
MINGGU o
NO NAMA PANGKAT/ TANGGAL KET
GOL PI[S[P[S|P][S|P ]S
1 2 3 41567 (8lo 1011 12
KEPALA SUB BAGIAN/
SEKRETARIS

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

105




FF. PIAGAM.

1.

Pengertian.

Piagam adalah surat tanda bukti seseorang teiah mengikuti kegiatan
atau tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau
keteladanan yang telah diwujudkan.

Susunan.

Piagam terdiri atas :

a. Kepala Piagam;

b. Isi Piagam;

c. Bagian akhir Piagam.

i. Kepala Piagam terdiri atas :
1) Tulisan “ PIAGAM PENGHARGAAN “:
2) Tulisan “Nomor”

ii. Isi Piagam terdiri atas :
1) Uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan;
2) Nama, tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, Jabatan dan instansi;
3) Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan
dan tempat atau prestasi keteladanan yang telah dicapai
atau diwujudkan.

iii. Bagian Akhir Piagam terdiri atas :
1) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
2) Nama Jabatan, dan instansi;
3) Tanda tangan;
4) Nama jelas.
Penandatanganan.
Piagam ditandatangani oleh :
1) Bupati;
2) Wakil Bupati
3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati
4) Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati

Bentuk/model naskah dinas Piagam, sebagaimana tertera pada
halamanberikut.

106



contoh

BUPATI KUBU RAYA

PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor

BUPATI KUBU RAYA Dengan ini memberikan penghargaan kepada

Nama

...................................................................................

Tempat/Tanggal lahir

..................................................................................

NIP/NRP

Jabatan

...................................................................................

INStaNST e
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................

Sungai Raya, 11 November 2010

BUPATI KUBU RAYA,

NAMA
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SERTIFIKAT
’ Diberikan kepada :

Nama :
NIP

l
’ trstansi |
I (

Sebagai/Atas partisipasinya dalam...........ceceeeeeeeneennnnes (
............... yang diselenggarakan oleh.......ccceeeeeeeeneeereerecocnceccnoces I
' dari tanggal ......... s.d .......... bertempat di ...........cccceeeeeeeeenenene. |

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun "

BUPATI KUBU RAYA,
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GG. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Pengertian.
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP
adalah suatu naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. Susunan.
STTPP terdiri atas :
a. Bagian Kepala STTPP;
b. Isi STTPP;
c. Bagian akhir STTPP.

i. Bagian Kepala terdiri atas :
1) Kode disudut bagian atas kanan.
2) Tulisan “ SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN".
3) Tulisan “Nomor”.

ii. Isi Kepala terdiri atas :
1) Uraian berisikan pejabat yang memberikan STTPP;
2) Nama, Tempat/Tanggal lahir, NIP/NRP, Pangkat Golongan
Ruang, Jabatan dan Instansi.
3) Pernyataan lulus mengikuti jenis pendidikan dan pelatihan;
4) Dibagian tengah terdapat transparan lambang negara.

iit. Bagian Akhir STTPP ter:iri atas :

1) Bagian disebelah ~an:in :
a) Tempat, Tangqal, Bulan dan Tahun;
b) Nama jabatan dan instansi;
c) Tanda tangan;
d) Nama jelas;
e) NIP.

2) Bagian tengah
Photo peserla Diklat dengan cap instansi dibagian sebelah
kiri.
3) Bagian Belakang.
a) Agenda pembelajaran;
b) TEMA:- Umum (ditentukan Badan Diklat)

- Khusus (ditentukan penyelenggara dengan
mengacu pada tema umum dan issue aktual
setempat)

c) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
d) Kepala Instansi penyelenggara;

e) Tanda tangan;

f) Nama Jelas dan NIP.

3. Penandatanganan.
STTPP ditandatangani :
1) Bupati.
2) Kepala Badan Diklat.
4. Bentuk/model Naskah Dinas STTPP sebagaimana tertera pada
halaman berikut.
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B. PENEMPATAN a.n, u.b, Pit, Plh, Pj dan u.p.

1. Contoh Penggunaan “a.n.”:

a.n. BUPATI KUBU RAYA a.n. BUPATI KUBU RAYA
SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS....... :
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.
a.n.KEPALA BADAN .... a.n. KEPALA DINAS...
SEKRETARIS, SEKRETARIS,
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.

2. Contoh Penggunaan “ u.b.” :

a.n. BUPATI KUBU RAYA a.n. SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI
u.b. u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI KEPALA BAGIAN UMUM,
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIS
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.
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3. Contoh Penggunaan “Pit" :

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

4. Penggunaan “Plh”

Pih. SEKRETARIS DAERAH

'

NAMA JELAS
Pangkat

NIP.
5. Penggunaan “Pj” :

Pj. BUPATI KUBU RAYA,

NAMA JELAS

6. Penggunaan “u.p’:
Kepada

Yth. BUPATI KUBU RAYA
u.p. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kubu Raya
Ji. Ahmad Yani Il Sungai Raya
di-
Sungai Raya.

C. PARAF DAN PENULISAN NAWMA.

1.

Pembubuhan Paraf Hierarkhis.

a. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, sekretaris
daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan
direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga
orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi,
redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas
sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan
menandatangani.

b. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani
naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

C. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.

d. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman,
sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
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maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah
setiap halaman.

. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang Jebih dari
satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran,
pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran surat, nomor
dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenanyy.

. Letak pembubuhan paraf pejabat tersebut pada huruf a, ditentukan sesuai

dengan alur jarum jam, sebagai berikut :

- Paraf pejabat tiga tingkat di bawah penandatangan dibubuhkan pada
permulaan/di depan nama pejabat penandatangan;

- Paraf pejabat dua tingkat di bawah penandatangan dibubuhkan pada
permulaan/di depan nama jabatan penandatangan;

- Paraf pejabat satu tingkat di bawah penandatangan dibubuhkan pada
akhir/di belakang nama jabatan penandatangan.

Contoh Pembubuhan Paraf Hierarki:

No. Pejabat yang Tingkatan Pejabat yang memaraf
menandatangani Pejabat
Dibawah
penandatangan
1. Bupati 4)) Kepala Bagian/
Kadis/Kaban
(2) | Asisten
3) Sekretaris Daerah
2. Wakil Bupati (1) Kepala Bagian/
. Kadis/Kaban
(2) Asisten
3) Sekretaris Daerah
3. Sekda 1) Kasubbag
(2) Kepala Bagian
3) Asisten
4, Asisten 4)) Kasubbag
(2) Kabag
5. Kepala Bagian &) Kasubbag
6. Kadis/Kaban 1) Kasi
) Kabid
3) Sekretaris
7. Kepala UPT 1) Kasi
| @ Kabag TU
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(2) BUPATI KUBU RAYA (3)

(1) NAMA

(2) WAKIL BUPATI KUBU RAYA (3)

(1) NAMA

(2) SEKRETARIS DAERAH (3)

(1) NAMA

1) ASISTEN  (2)

NAMA

KEPALA BAGIAN (1)

NAMA

(2) KEPALA DINAS/BADAN (3)

(1) NAMA

(1) KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

NAMA
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a. Pembubuhan Paraf Koordinasi.

a. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya
menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang
terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.

b. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut
kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada
lembar terakhir naskah.

c. Paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf Koordinasi :

PARAF KOORDINAS! | [ PARAF KOOROWAS! T PARAF KOORDINASI PARAF KOORDINAS! 1
Biro ......... ] Dinas ...... Bagian ... [l oines ...... |
iro ......... | Badan ...... | Begian ... ]m Badan .....

i
|

b. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.

a. Penulisan nama Bupati dan nama wakil Bupati pada naskah dinas dalam bentuk
produk hukum tidak menggunakan gelar;

b. Penulisan nama Bupati dan nama wakil Bupati pada naskah dinas dalam bentuk
surat dapat menggunakan gelar;

¢. Nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan
gelar, NIP dan pangkat. .

‘ D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan Lambang.

—

NN

2,7Cm

_—

——

% Lambang Negara

“ dB:tqian =_jlli1::,;m=!



Yang tidak menggunakan lambang.

38Cm 4Cm

2 l 2,7Cm

1. Stempel Jabatan dan Stempel SKPD.

a. Contoh Stempel Jabatan Bupati.

c. Contoh Stempel SEKRETARIAT DAERAH
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d. Contoh Stempel SEKRETARIAT DPRD.

M Kqg

e. Contoh Stempel INSPEKTORAT

f. Contoh Stempel DINAS DAERAH
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h. Contoh Stempel UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAERAH

i. Contoh Stempel KECAMATAN

j- Contoh Stempel DESA
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E. BENTUK UKURAN DAN IS| KOP NASKAH DINAS
1. KOP NASKAH DINAS BUPATI

a. Ukuran lambang Negara yaitu : Tinggi 2,71 cm dan lebar 2,51 cm
b. Jenis dan ukuran huruf Kop Bupati yaitu :

1. Jenis Huruf = Times New Roman.

2. Ukuran huruf =21cm.

3. Character spacing =100%
c. Kop Naskah Dinas Bupati menggunakan 1 baris Yaitu :

- Baris Pertama = BUPATI KUBU RAYA

Contoh 1 : Kop Naskah Dinas Bupati.

(garuda kuning emas)

BUPATI KUBU RAYA

Jalan Ahmad Yani I, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561)723443 e-muail....,Website......
SUNGAI RAYA

2. KOP NASKAH DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
a. Ukuran Lambang Daerah yaitu : Tinggi 2,2 cm dan lebar 1,8 cm
b. Jenis dan ukuran huruf Kop Bupati yaitu :
1. Jenis Huruf = Times New Roman.
2. Ukuran huruf = size 21
3. Character spacing = 100%

c. Kop Naskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan kata 2
baris Yaitu :

- Baris Pertama = DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- Baris Kedua = NAMA KABUPATEN

Contoh 2 : Kop Naskah Dinas Ketua DPRD.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUBU RAYA
Jalan Ahmad Yani ll, Telepon (0:361) ........... Fax. (0561)........... e-mail....,Website......
SUNGAI RAYA
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3. KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH.
a. Ukuran Lambang Daerah yaitu : Tinggi 2,2 cm dan lebar 1,8 cm
b. Jenis dan ukuran huruf Kop Perangkat Daerah yaitu :

1.
2.

Jenis Huruf = Times New Roman.

Ukuran huruf = Size 17 untuk kata Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya.

Ukuran huruf = Size 21 untuk kata Sekretariat
Daerah.

Ukuran huruf = Size 14 untuk kata nama UPT

Ukuran huruf = Size 12 untuk kata Jalan dan
Kota Domisili

Character spacing = 100% atau disesuaikan dengan
lebar kertas.

c. Kop Dinas Perangkat Daerah menggunakan kata 4 Baris Yaitu :

- Baris Pertama = PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

- Baris Kedua = NAMA PERANGKAT
DAERAH

- Baris Ketiga = NAMA JALAN

- Baris Keempat = NAMA KOTA TEMPAT

DOMISILI DINAS/BADAN

d. Kop Dinas UPT Dinas/Badan menggunakan kata 5 baris yaitu

- Baris Pertama = PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

- Baris Kedua = NAMA PERANGKAT
DAERAH

- Baris Ketiga = NAMA UPT

- Baris Keempat = NAMA JALAN

- Baris Kelima = NAMA KOTA TEMPAT
DOMISILI UPT

Contoh 3 : Kop Naskah Dinas SEKRETARIAT DAERAH.

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani ll,Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 723443 e-mail...., Website......

SUNGAI RAYA

Pos
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Contoh 4 : Kop Naskah Dinas SEKRETARIAT DPRD.

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani ll, Telepon (0561) ........... Fax. (0561)........... e-mail....,Website
SUNGAI RAYA

Kode Pos

Contoh 5 : Kop Naskah Dinas DAERAH.

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani i, Telepon (0561) ........... Fax. (0561)........... e-mail...., Website......
SUNGAI RAYA

Kode Pos

Contoh 6 : Kop Naskah Dinas LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ahmad Yani Il, Telepon (0561) ........... Fax. (0561)............. e-mail....,Website......
SUNGAI RAYA

Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KANTOR KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jalan Ahmad Yani ll, Telepon (0561) ........... Fax. (0561)............. e-mail...., Website......
SUNGAI RAYA
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Contoh 7 : Kop Naskah Dinas UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LEMBAGA
TEKNIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN

BALAI PENYULUHAN

Jalan Ahmad Yani li, Telepon (0561) ......... Fax. (0561)................ e-mail...., Website.
SUNGAI RAYA

Kode Pos

Contoh 8 : Kop Naskah Dinas UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS PERHUBUNGAN

UNIT PENGELOLA PERAIRAN DARAT

Jalan ........cceevveneen, Telepon (0561............ Fax. (0561).............. e-mail....,Website......
SUNGAI RAYA

Kode Pos

Contoh 9 : Kop Naskah Dinas KECAMATAN DAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN SUNGAI RAYA

Jalan...................., Telepon (0561) .............. Fax. (0561).................. e-mail....,Websifte......
SUNGAI RAYA

Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

KECAMATAN SUNGAI RAYA
DESA KAPUR
Jalan ......eeeenney Telepon (0561) ................ Fax. (0561)................. e-mail....,Website.......
SUNGAI RAYA
Kode Pos
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F. BENTUK UKURAN DAN IS5l KOP SAMPUL NASKAH DINAS

1. Bentuk
a. Sampul Naskah berbentuk empat persegi panjang.

b. Sampul Naskah instansi berwarna coklat muda jenis kertas casing dengan
ukuran masing — masing.

UKURAN PANJANG LEBAR
KANTONG 41 CM 30CM
FOLIO/MAP 35CM 25 CM

72 FOLIO 28 CM 18 CM

7 FOLIO 28 CM 14 CM

2. Ukuran Huruf
Perbandingan huruf2:3

Ukuran huruf “ 2 “ untuk tulisan nama Pemerintah.Kabupaten.
Ukuran huruf * 3 * untuk tulisan nama unit/satuan kerja.

Contoh 1. Sampul Naskah Dinas Bupati.

(GARUDA KUNING EMAS)

BUPATI KUBU RAYA

Jalan Ahmad Yani ll Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 723443

Kepada

...................................

Kode Pos
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Contoh 2. Sampul Naskah Dinas Ketua/Wakil Ketua DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

Jalan Ahmad Yani Il Telepon (0561) Fax

Kode Pos

Contoh 3. Sampul Naskah Dinas Sekretariat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Il, Telepon (0581) 722744 Fax. (0581)723443 e-mail....,Website......
SUNGAI RAYA

Kode Pos

Kepada
Nomor :........../eceeeiidoi, Yth.. .......
di-

......................

Kode Pos

Contoh 4. Sampul Naskah Dinas Sekretariat DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani ll, Telepon (0561) ............ Fax. (0561).............. e-mail....,Website......
SUNGAI RAYA
Kode Pos
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Kode Pos
Contoh 5. Sampul Naskah Dinas Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
Jalan Ahmad Yani ii, Telepon (0561) .............. Fax. (0561)............. e-mail...., Website....
SUNGAI RAYA
Kode Pos
Kepada

Nomor :........... foeiiannnnn foveeniannn. / Yth, ool
di-

Kode Pos

Contoh 6. Sampul Naskah Dinas Lembaga Teknis Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ahmad Yani ll, Telepon (0561) ......... .. Fax. (0561)........... e-mail....,Website......
SUNGAI RAYA

Kode Pos
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Kepada
Nomor :........... Lo Y ST / Yth. .o,
di-

.........................

Kode Pos

Contoh 7. Sampul Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PERHUBUNGAN

UNIT PENYEBERANGAN RASAU JAYA

Jalan Ahmad Yani {l, Telepon (0561) ............ Fax. (0561)............. e-mail...., Website......
SUNGAI RAYA
Kode Pos
Kepada
di-

...................

Kode Pos

Contoh 8. Sampul Naskah Dinas Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

KECAMATAN SUNGAI RAYA

............... » Telepon (0561) ..............Fax. (0561) ............. e-mail...., Website......
SUNGAI RAYA

Kode Pos
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Kode Pos
Contoh 9. Sampul Naskah Dinas Pemerintah Desa
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN SUNGAI RAYA
DESA KAPUR
Jalan ............... , Telepon (0561) .............. Fax. (0561) ............. e-mall....,Website......
SUNGAI RAYA
Kode Pos
Kepada
Nomor :........... eeeeiinann Joeieninnn / Yth, e
di -

Kode Pos
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G. BENTUK PAPAN NAMA
1. Bentuk

Contoh ;

2. Ukuran Huruf.

Perbandingan ukuran huruf 3 : 4.

a. ukuran huruf “ 3 ¢ untuk tulisan Pemerintah Provinsi atau
Kabupaten/Kota.

b. ukuran huruf “ 4 “ untuk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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Contoh 1. Papan Nama Kantor Bupati.

KANTOR
BUPATI KUBU RAYA

Jalan Ahmad Yani Il Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 723443

SUNGAI RAYA

Contoh 2. Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya

KANTOR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

Jalan Ahmad Yani II Telp. (0561) ............... Fax. (0561) .............

SUNGAI RAYA

KODE POS

Contoh 3. Papan Nama Dinas Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH

SUNGAI RAYA

Contoh 4. Papan Nama Lembaga Teknis Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan ...... Telp. (0561) ............... Fax. (0561) .............

SUNGAI RAYA

KODE POS
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Contoh 5. Papan Nama Gabungan Unit Kerja Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SUNGAI RAYA

KODFE POS

Contoh 6. Papan Nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Teknis

Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN
BALAI PENYULUHAN
Jalan .....c.eeee.e Telp. (0561) .......... Fax. (0561) ............
SUNGAI RAYA

Contoh 7. Papan Nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN

UNIT KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

SUNGAI RAYA

KODE POS
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Contoh 8. Papan Nama Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN SUNGAI RAYA

SUNGAI RAYA

Contoh 9. Papan Nama Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN SUNGAI RAYA

DESA KAPUR

SUNGAI RAYA

Contoh 10. Papan Nama Sekolah Dasar (SD)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR (SD) 01 DESA KAPUR
KECAMATAN SUNGAI RAYA

SUNGAI RAYA
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Contoh 11. Papan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 03
DESA KAPUR
KECAMATAN SUNGAI RAYA

SUNGAI RAYA

Contoh 12. Papan Nama Sekolah Menengah Atas (SMA)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 03
DESA KAPUR
KECAMATAN SUNGAI RAYA

SUNGAI RAYA

Contoh 13. Papan Nama Puskesmas

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SUNGAI RAYA
KECAMATAN SUNGAI RAYA

SUNGAI RAYA
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COntoh 14. Papan Nama Puskesmas Pembantu

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PEMBANTU KUBU
KECAMATAN KUBU

SUNGAI RAYA
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H. CONTOH FORMAT SURAT

BUPATI KUBU RAYA
I 1,5 spasi

Pontianak, } 1,5 spasi

Kepada 1,5 spasi
P } 2cm

Nomor * — Posisi sejajar — Yth. Mmmmmmmmmmm —q
Sifat ' Mmmmm Mmmmmmmmmmm
Lampiran ©°  Mmmmm mmmmmmmmmmm

. ,5 spasi
Hal © Mmmmmmmmmmmmm {

3an

——

di- { 1 spasi

MMMMMMMMMMMM
}1,5 spasi
_ 6 ketukan (awal paragraf)
o Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmrnmmmmmmmmmmmmmimmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2 spasi { 2cm
BUPAT! KUBU RAYA—

4 spasi
Capl/ttd

NAMA JELAS (lengkap dan gelar)
1 spasi {

3em Tembusan : (jika diperiukan)
| 1. Mmmmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmmmmmmmm

Minimal 3 cm
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contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Ahmad Yani 11, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774
SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391

M
I 1,5 spasi

s Kepada } 1.5 soasi

Pontianak, }1.5 spasi

3om
2cm
{———— Nomor : -— Posisi sejajar —  Yth. mmmmmmmmmm = —
Sifat * Mmmmm mmmmmmmmmm
Lampiran ° Mmmmm
Hal * Mmmmmmmmmmmmm { 1.5 spasi
}1 .5 spasi dl.-{ 1 spasi
MAMMMMNMMMMIMMMIA

} 1.5 spasi
6 ketukan (awal paragraf)

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2 spasi {
2 rm

a.n. BUPATI KUBU RAYA
Sekretaris Daerah

4 spasi
caplttd
NAMA JELAS (lengkap dgn gelar)
Pangkat
1spasi { Nip............
Tembusan : (jika diperlukan)
1. Mmmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmmmmmmin
Minimal 3 cm
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»=

contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774

SUNGAI RAYA
Kode Pos 78391
T 1,5 spasi
gl Ponﬁanak_} 1:>4pasi
Kepada ) 15 spasi
3cm .
—— Nomor . -—— Posisi sejajar —-  Yth. Mmmmmmmmmmmm  ,
Sifat ;. Mmmmm Mmmmmmmmmmmm
" : —
Lampiran : Mmmmm mmmmmmmmmmmm
Hal ;. Mmmmmmmmmmmmm 1.5 soasi
-
1.5 soasi ) 1 spasi
5 mf
MMMMMMMMMMMMM
6 ketukan (awal paragraf) oo
—_—
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmMmMMmMMmmMmMmmMmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
. 2cm
2 spasi { | ‘
a.n. BUPATI KUBU RAYA
( Sekretaris Daerah,
4 spasi
Cap / ttd
NAMA JELAS (lengkap dengan gelar)
Pangkat
— { | ———————
3em  Tembusan : (jika diperlukan)

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm
ilmyéﬁmW

Diundangkan di Sungal Raya
saai...1372/ 2000

pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBL RAYA
RHO . NOMOR...@3..crireer

TAHUN.....

HUSEIN BYAUWIK




